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PENGANTAR 

Pel!lbjnaan dan pengembangan permuseuman di Indonesia 
merupakan tugas pokok Direktorat Permuseuman. Oleh karena­
nya, dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, khususnya 
untuk kegiatan Proyek Pengembangan Permuseuman, Direktorat 
Permuseuman selalu berusaha mencari penyempurnaan dalam 
metode-metode perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. 
Salah J>atu usaha untuk itu adalah perlu adanya suatu Pedoman 
Pelaksanaan Teknis · secara tertulis yang akan menjadi pegangan 
bagi para Pemimpin Proyek Pengemban~an Permuseuman. 

Pedoman Pelak!.anaan Teknis Proyek Pengembangan Per­
museuman ini adalah merupakan penyempurnaan dari B~u 
Pedoman Teknis Proyek Pengembangan Permuseuman yang ter­
dahulu yang juga telah dimuat dalam Buku Induk Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan, yang diterbitkan oleh 
Proyek Pembinaan Teknis dan Pengembangan Kebijaksanaan 
Kebudayaan Direktorat J enderal Kebudayaan Departemen Pen­
didikan dan Kebudayaan Tahun 1980. 

Buku ini dicetak dengan anggaran dari Proyek Pengem­
bangan Permuseuman Jakarta 1982/1983, semoga buku ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembinaan dan pengembangan permu­
seuman di Indonesia. 

Pemimpm Proyek Pengembangan 
Permuseuman Jakarta 

Basrul Akram 
NIP.130249948 
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SAMBUT AN DIREKTUR PERMUSEUMAN 

Sebagaimana kita ketahui usaha pembinaan dan pengem­
bangan permuseuman di Indonesia telah dimulai sejak Repelita I, 
berupa kegiatan rehabilitasi dan perluasan museum yang jangkau­
annya masih sangat terbatas, yaitu Museum P~sat · (sekarang 
Museum Nasional) di Jakarta dan Museum Bali di Denpasar. 
Seirama dengan derap pembangunan, dari Repelita I hingga 
Repelita III dan diteruskan dalam Repelita IV ini bidang per­
museuman telah menunjukkan perkembangan yang cukup meng­
gembirakan. baik dalam segi kwantitas maupun kwalitasnya. 

~ c1nbinaan dan pengembangan permuseuman dl Indonesia 
merupakan tugas pokok dari Direktorat Permuseuman. Oleh 
karenanya, dalam usaha melaksanakan tugas pokok tersebut telah 
dilakukan usaha-usaha penyempurnaan dalam metode-metode 
perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. Salah satu usaha ter­
sebut adalah disusunnya buku "Pedoman Pelaksanaan Teknis 
Proyek-proyek Pengembangan Permuseuman" ini, yang diharap­
kan akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan, 
pengelolaan dan pengawasan, khususnya dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan proyek pengembangan permuseuman. 

Dengan adanya pedoman pelaksanaan teknis ini berarti 
DirJ~torat Permuseuman telah ikut membuat beberapa perleng­
kapan bagi Pedoman-Pedoman Umum yang telah ada, 'baik yang 
disusun · oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan maupun oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pedoman Pelaksanaan Teknis Proyek-proyek Pengembangan 
Permuseuman ini adalah merupakan penyempurnaan dari Pedo­
man Teknis Proyek Pengembangan Permuseuman. yang telah di­
susun pada tahun 1980, yang juga telah dimuat dalam buku 
Induk Pedoman Teknis Pelaksanaan .Kegiatan Kebudayaan, yang 
diterbitkart oleh Proyek Pembinaan Teknis dan Pengembangan 
Kebijasanaan Kebudayaan, Jakarta, 1980. 

Kiranya Pedoman Pelaksanaan Teknis yang te1ah disempur­
nakan ini dapat dipakai sebagai landasan oleh pengelola mu-
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seum, terutama para Pemimpin Proyek Pengembangan Permu­
seuman sebagai unsur perencana dan pengelola, maupun bagi unsur 
pengawasan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudaya­
an. 

Jakarta, April 1984 
DIREKTUR PERMUSEUMAN 

ttd . 

(Drs. Moh. Amir Sutal!rga).-
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I. PENDAHULUAN 

Saat iHI semua daerah tingkat propinsi sudah ada proyek pe­
ngembangan pennuseumannya yang jenis kegiatan dan masalah 
yang dihadapi makin kompleks, maka adanya pedoman yang dapat 
dijadikan pegangan dalam melaksanakan proyek-proyek di bidang 
permuseuman adalah perlu dan mutlak. 

Sebaga imana kita ketahui usaha pembinaan dan pengembangan 
muse um dalam REPELIT A I tekanannya baru pada rehabilitasi de­
ngan sedikit perluasan fi sik , dalam REPELITA II di samping yang 
tersebut di atas, juga dimulai dengan usaha pendirian museum 
baru , dan dalam REPELITA III dilanjutkan dengan usaha pengem­
bangannya baik fisik maupun non-fisik (fungsionalisasinya) . 
Secara kuantitatif dapat dilihat dalam REPELITA I jumlah lokasi 
proyek hanya 2 (dua) lokasi, kemudian tahun demi tahun jumlah 
lokasi proyek itu berkembang, sehingga sampai pada awal REPE­
LITA III seluruh Propinsi di Indonesia telah melaksanakan usaha 
pendirian museum propinsi, kecuali propinsi Timor Timur, serta 
pemberian bantuan terhadap museum-museum daerah dan swasta 
dengan anggaran pembangunan Depdikbud. 
Dan sampai akhir RE:PELITA III diperkirakaP 14 museum negeri 
propinsi yang telah difungsikan . 

Saat ini tingkat pembangunan museum negeri propinsi yang 
satu dengan museum negeri propinsi yang lain tidaklah sama, 
tetapi secara garis besar dapat kita bagi dalam 3 (tiga) tingkat/ 
kelompok, yaitu: 

l. T:ngkat pelaksanaan penyelesaian ; 
2. Tingkat :Museum mulaiberfungsi ; 
3. Tingkat Museum yang sudah berf~ngsi penuh (sudah UPT). 

Dengan adanya tiga tingkat/kelompok pembangunan museum 
tersebut , jelaslah bahwa ada perbedaan penekanan dalam perinci­
an kegiatannya, dan ini harus benar-benar diperhatikan dalam me­
nyusun perencanaan DIP. 

Direktorat Permuseuman sebagai koordinator dalam perenca­
naan proyek-proyek museum telah menyusun suatu sistem pe­
rencanaan, dengan menyusun suatu pola kegiatan yang sama untuk 
tiap-tiap proyek, agar memudahkan 'dalam pepyus~rian ang'garan 



maupun dalam menghadapi pihak BAPPENAS, . DITJEN ANG­
GARAN dalam pembahasan PRA DIP pada tiap awa1 tahun angga­
ran. 

Po1a tersebut dari tahun ke tahun se1a1u diusahakan untuk di­
sempumakan, hal ini disamping karena sering terjadi perubahan di 
da1am materi penyusunan/pengisisn DIP, tetapi juga akan memu­
dahkan da1am pe1aksanaannya. 

Sebagai po1a terakhir dari Proyek Pengembangan Permuseum-
an daerah, perincian kegiatannya ada1ah seba~ai berikut: 

1. Pengadaan koleksi; 
2. Pameran museum; 
3. Perawatan museum; 
4. Administnm ko1eksi; 
5. Penulisan Buku: 
6. Penerbitan; 
7. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Teknis; 
8. Bantuan Museum Swasta dan Loka1; 
9. Studi Perbandingan; 

10. Pengadaan sarana penunjang; 

Untuk me1aksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Direk­
torat Permuseuman telan mcmbenKan pengarahan secara lisan, 
yaitu pada waktu konsu1tasi Pemimpin Proyek atau pada waktu di~ 
1aksanakannya bimbingan dan supervisi ke daerah. Namun demi­
kian masih sangat diperlukan adanya pedoman teknis secara tertu­
lis. 

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan teknis proyek-pro­
yek pengembangan permuseuman ini ada1ah untuk mempermudah 
dan memperjelas da1arn perencanaan, pe1aksanaan maupun peng­
.awasan terhadap . hasil-hasil pe1aksanaan proyek pengem bangan 
permuseuman, sehingga diharapkan dalam waktu yang tepat target 
dari tujuan pendirian museum negeri tingkat propinsi dapat ter­
capai. 

1. Latar Belakang: 
Museum-museum di Indonesia bila dihubunJdcan dengan ha­

rapan masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita-cita bangsa dan 
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hila dihubungkan pula dengan syarat-syarat untuk menjadikan mu­
seum itu sebagai museum yang hid up penuh dinamika, masih jauh 
ketinggalan. Dari museum-museum di Indonesia diharapkan terlak­
sananya kegiatan fungsional yang khas bagi museum sebagai lem­
baga sosial kultural edukatif, yakni sebagai suaka peninggalan seja­
rah perkembangan alam, manusia dan kebudayaan, sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi, sebagai pusat studi dan rekreasi, yang 
melayani kepentingan-kepentingan lingkungan sosial budayanya 
bagi usaha-tisaha pencerdasan kchidupan bangsa dalam menuju 
masyaralat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
Untuk itu, maka melalui Proyek-proyek Pengembangan Permu­
seuman di Indonesia dengan kegiatan-kegiatan seperti tersebut di 
atas diharapkan bahwa permuseuman di Indonesia, baik segi pe­
ningkatari fungsinya, maupun segi pemantapan sistem dan jaringan 
ke,rjanya, akan dapat menyesuaikan dirinya dengan era pemba­
ngunan di bidang pendidikan dan kebudayaan nasional dan seba­
gai gejala universal dapat pula berfungsi sebagai medium perhu­
bungan dan perkenalan antar bangsa. 

2. Masalah: 

Mangkin berkem bangnya usaha pem binaan dan pengem bangan 
permuseuman di Indonesia, menimbulkan permasalahan teknis 
yang semakin kompleks, di samping keterbatasan kemampuan 
tenaga pengelola di daerah di dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan museum tersebut. Hal ini memerlukan usaha-usaha 
untuk mengatasinya. Untuk itu perlu disusun suatu peclg!Jlan pe­
laksanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan dalam perencana­
an, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan museum dewasa 
ini. 
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II. TUJUAN 

Tujuan daripada disusunnya buku "Pe9oman Pelaksanaan Tek­
nis Kegiatan Proyek Pengembangan Permuseuman (Daerah)" ada­
lah terutama untuk dipergunakan sebagai pegangan bagi para 
pemimpin Proyek Pengembangan Permuseuman d i dalam meren­
canakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan­
kegiatan proyek pengembangan permuseuman. 

Kegiatan-kegiatan Proyek Pengembangan Permuseuman itu 
sendiri mempunyai tujuan-tujuan khusus dan tujuan umum. 

1. Tujuan Umum: 

Mem bina dan mengem bangkan nihli-nilai budaya Indonesia 
guna (memperkuat) penghayatan dan pe:ggamalan Pancasila,' mem­
perkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan 
kebangsaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan. Kebu­
dayaan nasional terus dibina dengan dasar norma-norma Pancasila 
dan mencegah kepada penerapan nilai-nilai sosial budaya yang 
bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit. 

~. Tujuan Khusus: 

Sebagai tujuan khusus dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
a. Penyempurnaan sistem dan jaringan kerja permuseu~an di 

Indonesia; 
b. Pendirian museum-museum umum tingkat propinsi bagi pro­

pinsi yang belum ada museumnya; 
c. Penyempurnaan museum-musuem yang sudah ada, baik me­

ngenai kegiatan-kegiatan fungsionalnya, maupun mengenai sa­
rana-sarana penunj angnya; 

d. Memberikan bantuan kepada museum-museum lokal yang dj­
selenggarakan oleh Pemeri~tah Daerah dan memberikan ban­
tuan kepada museum-museum swasta, baik di hidang pengada­
an dan penyempurnaan sarana penunjang, maupun di bidang 
kegiatan-kegiatan .~knis fungsionalnya. 

4 



III. RUANG LINGKUP 
Kegiatan-kegiatan da1am Proyek Pengembangan Permuseuman 

ini mencakup 10 jenis kegiatan utama, yang tiap kegiatan utama 
terdiri 1agi dari beberapa kegiatan. 

Kegiatan-kegjatan fersebut 4dalah.seba.W berikut: 

1. Pengadaan Ko1eksi: 
a. Survey Pengadaan Koleksi; 
b. Nara Sumber; 
c. Dokumentasi Ko1eksi; 
d. Pengadaan Ko1eksi; 

12. Pameran !:mseum: 
a. Pameran Tetap; 
b. Pameran Khusus (Temporer); 
c. Pameran Keliling; 
d. Penataan Sementara; 
e. Penyempurnaan Tata Pameran; 
f. Renovasi Tat a Pameran; 

3. Perawatan Museum: 
a. Perawatan Gedung; 
b. Perawatan Pera1atan; 
c. Perawatan Ko1eksi; 

4. Administrasi Ko1eksi: 
a. fnvestarisasi Ko1eksi; 
b. Kata1ogisasi Ko1eksi ; 
c. Rekata1ogisasi Ko1eksi; 

5. Penulisan Buku: 
a. Transkripsi; 
b. Transliterasi; 

6. Penerbitan : 
a. Buku Petunjuk Museum; 
b. Buku Informasi Ko1eksi; 

7. Peningkatan Ketrarnpilan Tenaga Teknis Permuseuman: 
a. Pengadaan Tenaga Teknis Permuseuman; 
b. Magang; 
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c. Ketrampilan Spesialisasi Tenaga Teknis Permuseuman; 
d. SATPAM 

8. Bantuan Museum Lokal dan Museum Swasta; 

9. Studi Perbandingan; 

0. Pengadaan Sarana Penunjang: 
a. Pengadan Fisik Bangunan; 
b. Rehabilitasi Bangunan Museum; 
c. Pengadaan Peralatan Museum. 
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IV. SASARAN 

Sebagai sasaran daripada kegiatan Proyek Pengembangan Per­
museuman adalah untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Data-data tentang: 
a. Dasar atau 1andasan untuk perencanaan, pendirian dan 

pengembangan museum-museum tingkat daerah; 
b. Aspek~aspek sejarah a1am dan budaya yang menggambar­

kan kese1uruhan identitas 1ingkungan hidup, sejarah dan 
budaya suatu propinsi yang akan dijadikan 1andasan dan 
1atar be1akang alamiah dan sosia1 budaya da1am pengadaan 
ko1eksi museum propinsi. 

2. Penye1amatau uan pemeliharaan warisan budaya nasiona1; 
3. Calon aparatur museum baik untuk bidang teknisadministratif 

maupun bidang teknis ilmiah dan teknis ku1tural edukatif; 
4. Katalogus induk ko1eksi di tingkat pusat dan kata1ogus ko1eksi 

di tingkat daerah; 
5. Penyebar1uasan informasi di bidang permuseuman; 
6. Peningkatan mutu dan bobot fungsinalisasi museum loka1 dan 

museum-museum swasta; 
7. Peningkatan bimbingan, pengendalian dan eva1uasi da1am hi­

dang administratif penge1o1aan maupun bidang teknis permu­
seuman serta bidang ku1tural edukatif permuseuman; 

8. Pendirian pusat-pu~at pengembangan ilmu pengetahuan di ting­
kat nasiona1 dan tingkat propinsi; 

9. Pendirian 1aboratorium kon.servasi dan bengke1 preparasi; 
10. Bangunan Museum; 
11. Pera1atan kant or dan peralatan museum; 
12. Mobilitas; 
13. Ko1eksi. 
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V. PELAKSAN AAN 

1. Pengadaan Koleksi: 

Tiap Museum Negeri Propinsi tanpa mem bedakan tipenya, 
sudah diresmikan atau belum, harus memiliki koleksi regional dan 
koleksi wawasan nusantara. 
cara yang antara lain pada waktu survei pengadaan Koleksi. Dalam 
melaksanakan survei akan dapat diketahui benda-benda apa yang 
terdesak atau hampir punah. 
sak atau hampir punah. 

Nara sumber diperlukan pada waktu survai, karena mereka da­
pat memberikan informasi yang diperlukan. Mereka juga merupa­
kan seorang yang dianggap ahli dan mampu, berpengalaman dan 
berpengetahuan mengenai sesuatu bidang keilmuan serta dapat 
memberikan pendapat dan pengarahan yang diperlukan. 

Dokumentasi koleksi sangat diperlukan museum, karena me­
rupakan sumber bahan pembuktian mengenai sesuatu koleksi. Ke­
giatan dokumentasi bukan saja di dalam museum, tetapi juga di 
lapangan pada waktu melakukan survai pengadaan koleksi. 

1.1 Survai Pengadaan Koleksi: 

1.1.1. Pengertian: 
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Survai pengadaan koleksi adalah suatu metode peneliti­
an dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh 
dan terpadu (holistic approach) untuk mendapatkan se­
mua bahan mengenai semua aspek kebudayaan terutama 
pada wilayah yang mempunyai kebudayaan material tra­
disional yang sudah terdesak atau hampir punah. 
Tujuan survai itu adalah tersusunnya "Buku Laporan" 
tentang data yang meliputi: 
a. Segala aspek kebudayaan material sebagai perwujudan 

ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma kebudayaan dan 
keyakinan yang melatarbelakangi benda-benda buda­
ya terse but; 

b. Lingkungan alam yang menunjang dan inendorong 
kegiatan(aktivitas kehidupan masyarakat; 



c. Segala kejadian/peristiwa yang merupakan jejak sejak 
dapat dijadikan pembuktian sejarah lokal. 

1. 1. 2. Perencanaan: 

Dalam merencanakan suatu survei pengadaan ko1eksi 
perlu direncanakan pentahapan sebagai berikut: 
a. Menentukan suatu wilayah berdasarkan prioritas ke·· 

budayaan material yang terdesak atau hampir punah; 
b. Menentukan tenaga ahli (3 s/d 5 orang) yang dianggap 

mampu, berpengalaman dan menguasai bidang ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan obyek yang akan 
disurvai. Salah seorang diantaranya harus orang yang 
bertugas sebagai penge1ola koleksi atau yang c;!icalon­
kan se bagai pengelola koleksi ; 

c. Menentukan waktu pelaksanaan survai berdasarkan 
dana yang tersedia ; 

d. Menentukan mekanisme kerja dalam persiapan dan 
pelaksanaan survai ; 

e. Hasil/laporan survei akan merupakan dasar dalam 
pengadaan koleksi. 

1.1.3 . Pe/aksanaan: 
Dalam melaksanakan suatu survei pengadaan koleksi 
perlu dilaksanakan pent aha pan sebagai berikut: 
a. Pimpinan Proyek membuat/menetapkan S.K. Tim 

Survei Pengadaan Koleksi; 
b. Pimpro membuat/memberikan petunjuk prosedur pe­

·Jaksanaan; 
c. Tim Survei diharuskan membuat rencana pola pene­

litian (research design) yang mencakup: 
1) Pemilihan masalah; 
2) Penentuan tujuan; 
3) Penentuan ruang lingkup survai; 
4) Pemilihan metode survai yang dipakai; 
5) Penentuan waktu, tenaga dan sarana survai; 
6) Membuat kerangka isi laporan. 
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d. Survai baru dapat dilaksanakan setelah pola penelitian 
(research design) disetujui oleh Pimpro dengan me­
ngeluarkan Surat Pemerintah Kerja (SPK); 

e. Tim menyampaikan hasil laporan survei sebagai 
pertanggungjawaban berbentuk "buku laporan" yang 
disusun sebagai berikut: 
1) Judul 
2) Daftar lsi 
3) Prakata 
4) Pendahuluan 
5) lsi pokok dalam tubuh karangan 
6) Kesimpulan 
7) Lampiran-lampiran (termasuk peta, sketsa dan fo­

to-foto dokumentasi benda dan uraian identitas­
nya). 

lsi pokok dalam tubuh karangan harus mengandung 
analisa masalah penelitian berdasarkan data yang di­
kumpulkan. 
lsi kesimpulan memusatkan pada masalah pokok 
mengenai tujuan survai pengadaan koleksi dan disertai 
dengan saran-saran pelaksanaan dengan mengemuka­
kan fakt<>S'faktor penunjang dan penghambat. 

f. Buku laporan hasil survai disampaikan kepada Pimpro 
dengan · tembusan kepada Kantor Wilayah Depar­
tem.en Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Per­
niuseuman dan Diektur Jenderal Kebudayaan. 

1.2.1. Pengertilln: 
N~a sumber ialah seorang yang dianggap ahli, tidak saja 
tingkat pendidikan, tetapi juga dianggap ahli karena 
kemampuan, berpengelaman mengenai suatu bidang ter­
tentu. 
Nara Sumber diperlukan untuk memberikan petunjuk 
atau pengarahan dalam kegiatan survai pengadaan kolek-

si 
1.2.2. Perencanaan: 

Dalaril merencanakan penunjukan/pengangkatan Nara 



Sumber perlu diperhatikan perbedaan golongan nara 
sumber : 
a. Nara Sumber yang profesi dan jabatannya lebih tinggi 

dari Pimpro, perlu diangkat dengan SK, sebagai pena­
sehat ahli atau konsultasi penasehat; 

b. Nara Sumber yang profesi dan jabatannya setingkat 
dengan pimpro, tidak perlu diangkat dengan SK teta­
pi diberi imbalan menurut jasa kegiatan yang diperhi­
tungkan menurut waktunya; 
Nara Sum bet: yang profesi ataupun jabatannya diba­
wah pimpro tidak perlu diangkat dengan SK, dan 
diberikan imbalan menurut jasa kegiatan yang diper­
hitungkan menurut waktunya. 

Dalam perencanaan penunjukkan/pengangkatan Nara 
Sumber, Pimpro: 

a. Menentukan jumlah Nara Sumber yang diperlukan 
sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksa'hakan; 

b. Menentukanjimgka waktu Nara Sumber diperlukan; 
c. Menentukan mekanisme kerja. 

1.2.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan penunjukkan/pengangkatan Nara 
Sumber, Pimpro perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Meminta kesediaan Nara Sumber untuk memberika,n 

petunjuk atau pengarahan yang diperlukan; 
b. Membuat/menetapkan SK atau tidak, sesuai dengan 

perbedaan atas tiga golongan tersebut di atas; 

1.3 Dokumentasi Koleksi 

1.3.1. Pengertian: 

Dokumentasi koleksi adalah keterangan tertulis, reka­
man suara, rekaman visual (foto, slide dan film) menge­
nai koleksi dan latar belakangnya. 
Tujuan melaksanakan dokumentasi koleksi ialah me­
ngumpulkan identifJ.kasi benda yang dapat dijadikan ba-
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han pembuktian kehadiran koleksi dan informas1 yang 
diperlukan untuk suatu penelitian, pameran (termasuk 
label dan katalog). 
Hasil kegiatan dokumentasi koleksi adalah laporan sur­
vai/penelitian suatu benda. 

1.3.2. Perencanaan: 

Dalam merencanakan untuk melengkapi dokumentasi 
koleksi perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut: 
a. Perencanaan mengenai waktu, tenaga, sarana dan me­

tode dalam pembuatan dokumentasi koleksi dilaku­
kan oleh Tim Survai Pengadaan koleksi; 

b. Melengkapi perle'ngkapan survai untuk perekaman su­
ara (tape recorder), perekam visual (foto dan film ca­
mera) dan peralatan survai lainnya; 

c. Menentukan suatu wilayah berdasarkan prioritas do­
kumentasi koleksi yang perlu ditingkatkah; 

d. Menentukan jangka waktu dan dana yang tersedia da­
lam kegiatan dokumentasi koleksi; 

e. Menentukan mekanisme kerja yang berkaitan dengan 
kegiatan survai pengadaan koleksi. 

1.3.3. Pelaksanaan: 

Dalam melaksanakan untuk melengkapi dan meningkat­
kan isi dokumentasi dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Dilaksanakan oleh Tim Survai Pengadaan koleksi; 
b. Tim Survai Pengadaan Koleksi harus membuat renca ­

na kerja mengenai objek dan kegiatan yang akan di­
laksanakan (skenario pereka~an audio-visual); 

c. Tim menyampaikan kelengkapan laporan survai pe­
ngadaan koleksi dengan foto, slide atau film dan re­
kaman suara yang merupakan dokumentasi koleksi. 

1.4 Pengadaan Koleksi: 
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1.4.1. Pengertian: 

Pengadaan ko1eksi ialah suatu kegiatan pengumpulan 
benda-benda realia atau pembuatan replika yang dapat 



dijadikari koleksi museum dan berguna sebagai bahan 
pembuktian sejarah alam dan budaya. 
Yang dimaksud dengan "koleksi" adalah benda atau 
kumpulan benda yang berguna bagi suatu cabang kese­
nian, suatu . disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dikumpulkan, dirawat, dipelihara, diteliti, dikaji 
dan dikomunikasikan serta dipamerkan sebagai bukti 
material dari manusia dan lingkungannya untuk tujuan 
studi , pendidikan dan rekreasi. 
Koleksi museum terdiri dari benda-benda realia, replika, 
reproduksi , miniatur, diorama dan hasil abrasi. 
Koleksi Mu.seum Negeri Propinsi terdiri dari koleksi re· 
gional dan koleksi wawasan nusantara. Koleksi regional 
terdiri dari kumpulan benda-benda yang berasal, mewa­
kili dan berkaitan dengan pem buktian material manusia 
dan lingkungannya dari masing-masing wilayah propinsi. 
Sedangkan koleksi wawasan nusantara terdiri dari suatu 
benda atau kumpulan benda yang berac.1l, mewakili dan 
berkaitan dengan pembuktian materi;.tl manusia dan 
lingkungannya dari wilayah nusantara yang dapat meng­
gambarkan identitas kesatuan bangsa. Koleksi museum 
negeri propinsi dapat dibedakan dalam wujl,!.d keaslian 
dan jenisnya. Wujud keaslian dapat berbentuk realia dan 
reproduksi/replika. 
Yang dimaksud koleksi realia adalah benda asli bukti 
material' man usia maupun lingkunganJ?.ya. 

Koleksi replika adalah benda temuan dari bukti material 
manusia maupun lingkungannya. 

Yang dimaksud dengan jenis koleksi adalah suatu benda 
atau kumpulan benda yang berkaitan deng~n cabang ke­
senian, disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berdasarkan wujud keaslian dan jenisnya, koleksi mu­
seum dapat terdiri dari: 
a. Etnografika, ialah setiap benda budaya yang cara 

pembuatan menurut tradisi setempat. Termasuk de­
ngan pengertian ini adalah model-model etnografika. 
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Yang dimaksud dengan model-model etnografika ia­
lah seperangkat benda-benda dibuat baru yang meru­
pakan hasil setiap tahap dari proses pem buatan ben­
da-benda dari sistem peralatan hidup (sistem teknolo­
gi dan benda kesenian). 

b. Prehistorika, ialah setiap benda yang dibuat pada ku­
run waktu sebelum manusia mengenai huruf. 

c. Arkeologika, ialah setiap benda budaya yang dibuat 
pada kurun waktu setelah dipengaruhi kebudayaan 
Hindu-Budha dan Islam. 

d. Historika, ialah setiap benda relik sejarah pada kurun 
waktu sejak masuk bangsa-bangsa Eropa (abad 16 
sampai akhir abad 19). 

e. Numismatika dan heraldika. Numismatika ialah setiap 
mata uang atau alat tukar (token) yang pemah ber­
edar. Haraldika, ialah setiap tanda jasa, lam bang dan 
benda pangkat resmi (termasuk cap). 

f. Naskah, ialah setiap bahan dengan bertuliskan tangan 
yang menguraikan sesuatu hal atau peristiwa. 

g. Keramik Asing, ialah setiap benda keramik yang ber­
asal dari negeri asing . 

. h. Buku/Majalah Antikuariat, ialah setiap hasil penerbit­
an yang sudah langka. 

i. Karya seni dan Senikria, ialah setiap benda hasil seni 
rupa dan senikria yang bemilai tinggi dalam ekspresi, 
gaya dan yang mewakili jamannya ataupun mengan­
dung ciri-ciri tradisi setempat. 

j. Benda Grafika, ialah foto dan peta asli atau setiap re­
produksi yang dapat dijadikan dokumen. 

k. Diorama, ialah setiap gambaran berbentuk tiga dimen­
si yang memperagakan: 
1) Alam sekitar atau bahagian-bahagian yang khas wi-

1ayah seteinpat. 
2) Aktivitas mengenai sistem peralatan (sistem tekno-

1ogi), sistem mata pencaharian (sistem ekonomi), 
sistein organisasi sosial, sistem religi, sistem penge­
tahuan dan ke$enian. 

3) Peristiwa sejarah terpenting. 



I. Benda-benda Sejarah Alam, ialah setiap benda yang 
berupa flora, fauna, benda batuan dan mineral. 

m. Benda-benda Wawasan Nusantara, ialah setiap benda 
asli (realia) atau replika yang mewakili sejarah alam 
dan budaya dari wilayah nusantara. . 

n. Replika, ialah setiap reproduksi dari butir a sampai 
dengan butir m (tidak tennasuk model-model Etno­
grafika). 

o. Miniatur, ialah setiap benda yang diperkecil ukuran­
nya menurut skala tertentu. 

p. Koleksi hasil abstraksi, ialah setiap benda hasil kon­
kretisasi, hasil abstraksi, konstruksi, teori, konsepsi, 
susunan atau penggambaran data yang diwujudkan 
dalam bentuk visual yang dapat dipertanggjungjawab­
kan kebenarannya. Benda-benda tersebut berupa lu­
kisan, bagan, grafik, denah, peta, konstruksi dan di­
sain. 

1.4.2. PerencaMan: 

Dalam merencanakan pengadaan koleksi Museum Negerl 
Propinsi, perlu dilaktikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Menentukan wujud keaslian dan jenis koleksi; 
b. Menentukan prioritas pengadaan koleksi baik wujud 

maupun jeenisnya; 
c. Menentukan pemanfaatan dana sesuai dengan priori­

tas pengadaan koleksi; 
d. Menentukan mekanisme · kerja yang berkaitan dengan · 

kegiatan survai dan dokumentasi koleksi dengan peng­
adaan koleksi. 

1.4.3. Pelaksanaan: 

Dalam melaksanakan pengadaan koleksi perlu dilakukan 
pentahapan sebagai berikut: 

. \ . 
a. Pemimpin Proyek menetapkan pelaksanaan pengada-

an koleksi dilakukan oleh Tim Survai Pengadaan Ko­
leksi; 

b. Pemimpin ~royek ,menetapkan Tim Penerima Koleksi 
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yang bertugas mencrima dan menil ai jumlah, wujud 
dan jenis koleksi dari Tim Pengadaan koleksi ; 

c. Tim Survai Pengadaan Kolcksi melaksanakan peng­
adaan koleksi sesuai dengan yang direncanakan ; 

d. Tim Survai Pengadaan Kol eksi menyusun cara-cara 
pengadaan koleksi yang di ketahui dan disahkan oleh 
Pemimpin Proyek; 

e. Dalam pengadaan koleksi, Tim harus berpedoman pa­
da dasar-dasar penilaian sebagai Koleksi ; 
Benda-benda yang diadakan untuk dijadikan koleksi 
paling sedikit mempunyai salah satu sya rat sebagai be­
rikut: 
1) Mempunyaj nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk 

nilai estitika) ; 
2) Dapat diidentifikasikan mengenai wujudnya (mor­

fologi), tipenya (tipologi), gayanya (style), fungsi­
nya, maknanya, asalnya secara historis dan geogra­
fis, genusnya (dalam orde biologi) atau periodenya 
(dalam geologi khusus untuk benda-benda sejarah 
alam); 

3) Harus dapat dijadikan doKumen , dalam arti sebagm 
bukti kenyataan dan kehadirannya (realitas dan 
eksistensinya) bagi penelitian ilmiah ; 

4) Harus dapat dijadikan suatu monumen a tau bakal 
jadi monumen dalam sejarah alam atau budaya; 

5) Benda asli (realia), replika atau reproduksi yang 
syah menurut persyaratan permuseuman. 

f. Dalam pengadaan koleksi efnografi hendaknya dihin­
darkan benda-benda yang dibuat baru , kecuali untuk 

, koleksi peragaan; 
g. Dalam survai pengadaan koleksi perlu disediakan uang 

atas beban sementara a.tau untuk dipertanggung ja­
wabkan (UUDP) yang akan digunakan sebagai imbal­
an dalam pengadaan koleksi di lapangan ; 

h. Tim bertanggung jawab atas nilai benda yang dikum­
pulkan dan penggunaan uangnya ; 

i. Tim pengadaan koleksi mem buat berita acara pertang-



gung jawaban setiap benda yang disetujui untuk dija­
dikan koleksi museum , baik dalam mutu atau harga 
benda koleksi ; 

j. Tim Pengadaan Koleksi membuat berita acara serah 
terima kepada Tim Penerima Koleksi (termasuk iden­
tifikasi dan dokumentasi koleksi) ; 

k. Tim Pengadaan Koleksi membuat Laporan Pengadaan 
Koleksi kepada Pimpinan Proyek; 

I. Pengadaan koleksi yang diadakan tidak dengan mela­
lui survai dan tidak diketahui identitasnya, perlu di­
carikan identitasnya pacta saat survai pengadaan ko­
leksi berikutnya; 

m. Pengadaan koleksi dapat juga diadakan di tempat ­
(bukan di lapangan) atau di pusat dengan tetap mem­
perhatikan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 
koleksi; 

n. Pemimpin Proyek atau Tim Pengadaan koleksi dapat 
melakukan pengadaan koleksi di pusat dengan perse­
tujuan Direktorat Permuseuman cq Tim Pengadaan 
Koleksi Direktorat dengan tetap memperhatikan ke­
tentuan pengadaan koleksi. 

--oOo--



2. Pameran Museum 
Pengertian: 

Yang dimaksud dengan pameran museum ialah sejumlah kolek­
si museum yang ditata berdasarkan thema dan sistimatika ter­
tentu yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan, isi dan 
latar belakang dari benda-benda atau koleksi tersebut untuk di­
perlihatkan kepada pengunjung. 
Berdasarkan pengertian dan jangka waktu pelaksanaan serta 
jenis dan sifatnya pameran museum dibagi menjadi 3 bentuk 
ialah: 
2.1. Pameran Tetap. 
2.2. Pameran Temporer/Khusus. 
2.3. Pameran Kililing. 

2.1. Pameran Tetap 
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2.1.1. Pengertian: 
Pameran Tetap ialah pameran yang diselenggarakan 
dalam jangka waktu sekurang-kurangnya selama 3 ta­
hun dan thema pameran ini harus dapat menggambar­
kan kesatuan wilayah dalam bida:ng sejarah alam dan 
budaya serta wawasan nusantara. 

Tujuannya ialah untuk memberikan informasi kepada 
pengunjung tentang benda-benda koleksi yang dimiliki 
oleh museum tersebut dengan berorientasi kepada 
pembinaan pendidikan dan kebudayaan nasional serta 
ditujukan kepada peningkatan penghayatan warisan 
budaya dan kesadaran akan sejarah bangsa. 

2.1.2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan suatu pameran tetap, perlu di­
perhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : . 
a. Menentukan thema pameran, dengan berdasarkan 

thema tersebut, maka dapat menyeleksi benda­
benda koleksi yang akan dipamerkan agar sesuai 
dengan thema tersebut; 

b. Membuat desain sarana antara lain ruangan, vitrin, 
panil yang harus disesuaikan dengan koleksi yang 



akan dipamerkan. Juga d isertai d isam srrkulasl 
pengunjung dan tata letak benda termasuk tata 
warna dan pencahayaannya. Begitu pula dengan 
jenis bahan yang akan digunakan; 

c. Pemilihan metode penyajian, agar tercapainya mak­
sud . penyajian berdasarkan thema terse but perlu 
memllih metode yang tepat dan disesuaikan dengan 
motivasi penguniung m,u,seum. 

Aoa tiga mac am metode penyajian, yaitu: 

l) Metode pendekatan estetis, yaitu cara penyajian 
benda-benda koleksi dengan mengutamakan segi 
keindahan dari benda-benda yang dipamerkan; 

2) Metode pendekatan romantik, yaitu cara penya­
jian benda-benda koleksi yang disusun sedemiki­
an rupa sehingga dapat mengungkapkan suasana: 
tertentu yang berhubungan dengan benda-benda 
yang dipamerkan; 

3) Metode pendekatan inte/ektual, yaitu cara pe­
nyajian benda-benda koleksi yang disusun se­
hingga dapat mengungkapkan dan meinbetikan 
informasi ilmu pengetahuan yang bersangkutan 
dengan benda-benda yang dipamerkan. 

d. Menentukan sistematika penyajian yang sesuai de­
ngan thema yang dipilih. Ada beberapa sistim untuk 
penyajian yaitu : 
1) Berdasarkan kronologis, yaitu koleksi yang di­

pamerkan ditata berdasarkan urutan waktu/ 
tahun pembuatan dari benda-benda koleksi ter­
sebut; 

2) Berdasarkan fungsinya, yaitu benda-benda 
koleksi yang dipamerkan ditata berdasarkan 
kegunaan (fungsi) dari benda koleksi tersebut, 
misalnya koleksi ditata hanya koleksi yang ada 
hubungan dengan alat-alat untuk upacara saja 
atau penataan benda-benda koleksi itu mungkin 
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bermacam-macam jenisnya tetapi kenyataan di­
pakai untuk keperluan yang serupa; 

3) Berdasarkan jenis, . yaitu benda-benda koleks1 
yang disusun berdasarkan jenisnya. Misalnya 
pameran batik saja, wayang saja dan lain-lain 
sejenisnya. 

4) Berdasarkan materi , yaitu benda-benda koleksi 
yang dipamerkan berdasarkan materi obyeknya. 
Misalnya pameran benda-benda koleksi yang ter­
diri dari bahan besi saja, bahan kayu saja, bahan 
perak saja atau bahan bambu.dan lain-lain; 

5) Berdasarkan tempat asal atau geografi, yaitu 
benda-benda koleksi yang dipamerkan disusun 
berdasarkan tempat asal benda tersebut misal­
nya dari Pulau Bali, Pulau Sumatera dan tempat­
tempat lain. Sistematis ini boleh berarti dari 
daerah asal benda koleksi dibuat atau dari dae­
rah asal benda itu ditemukan. 

e. Menentukan jenis dan isi serta bentuk label, metode 
dan teknik label dalam pemberian informasi yang 
jelas, singkat tetapi tepat baik label kolektif maupun 
label individual; 

f. Menyusun Katalogus pameran de11gan pengantar 
yang informatif serta daftar nomor dan keterangan 
yang jelas, singkat, tepat pada benda-benda koleksi 
yang dipamerkan dan dicanturnkan dalam katalogus 
pameran tersebut. 

2.1.3. Pelaksanaan 
Pelaksanaan pameran tetap ini didasarkan pada persya­
ratan-persyaratan yang telah direncanakan dan perlu 
dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepala Museum Negeri Propinsi harus mengkonsul­
tasikan rencana tersebut kepada Direktur Permu­
seuman untuk mendapatkan persetujuan; 

b. Dilaksanakan berdasarkan bimbingan dan supervisi 
Direktorat Permuseuman baik dalam rangka pro­
gram rutin maupun program Pembangunan. 



2.2. Pameran Khusus (Temporer): 

2.2.1. Pengertian: 

Yang dimaksud dengan Pameran Khu~us (Temporer) 
adalah pameran yang diselenggarakan dalam jangka 
waktu tertentu dan dalam variasi waktu yang singkat 
<ira-kira satu minggu sampai satu bulan, dengan 
mengambil tema khusus mengenai aspek-aspek tertentu 
jalam bidang sejarah, alam dan budaya. 
Pameran Khusus (Temporer) ini bertujuan untuk 
mengundang lebih banyak pengunjung ke museum, dan 
untuk mengenal, serta menghayati jenis koleksi yang 

disajikan. 

2.2.2. Perencanaan: 

Dalam merencanakan suatu pameran Khusus perlu di­
perhatikan persyaratan persyaratan sebagai berikut: 

a. Penentuan tema pameran yang dikaitkan dengan 
sasaran pameran tersebut misalnya pameran itu un­
tuk sia.pa; 

b. Memperhitungkan anggaran biaya dan menentukan 
ruangan atau temp at pameran; 

Menentukan/pemilihan benda-benda koleksi, apakan 
koleksi tersebut didapat melalui pinjaman, doku­
men, pembelian a tau penukaran; 

d. Menginventarisasi sarana, seperti vitris, panil dan lain 
sebagainya; 

e. Membuat design tentang: 
1) gambar skala denah, model panil, vitrin dan pe­

nunjang dekorasi/pot bunga dan sebagainya; 
2) gambar peta, foto illustrasi, maket dan lain-lain. 

f. Menentukan label, apakah dibuat dengan teknik 
sablon, diketik, dicetak, ditulis tangan atau tiga 
dimensi dan lain-lain; 

g. Menentukan persiapan poster, katalog, folder, pa­
pan judul pameran, spanduk dan lain-lain; 

h. Lighting, warna, textur yang harus disesuaikan de· 
ngan benda yang akan dipamerkan; 



i. Menentukan cara, jenis dan isi publikasi serta me­
milih slide yang akan dipakai dalam pemutaran film 
slide. 

2.2.3. Pelaksanaan: 
Penyelenggaraan pameran Khusus (Temporer) biasanya 
diadakan dalam rangka menyambut hari-hari besar 
tertentu misalnya Hari Pahlawan, Hari Proklamasi 
atau hari-hari besar lainnya. 
Dalam menyelenggarakan pameran khusus Pemimpin 
Proyek atau Kepala Museum harus mengirimkan ren­
cana dan waktu pelaksanaannya kepada Direktur Per­
museuman untuk mendapatkan persetujuan. 
Setelah pameran selesai, maka Pemimpin Proyek/Ke­
pala Museum harus mengirimkan laporan tentang pe­
laksanaan pameran tersebut kepada ~irektur Permu­
seuman. 

2.3. Pameran Keliling: 
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2.3.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan Pameran Keliling adalah pa­
meran yang diselenggarakan di luar museum pemilik 
koleksi, dalam jangka waktu tertentu, dalam variasi 
waktu yang singkat dengan tema khusus mengenai 
aspek-aspek tertentu dalam bidang sejarah alam dan 
budaya dan wawasan nusantara dimana benda-benda 
koleksi tersebut di pamerkan atau dikelilingkan dari 
satu tempat ke tempat yang lain. 
Pameran Keliling bertujuan untuk memperkenalkan 
suatu khasanah budaya daerah yang satu kepada dae­
rah lainnya, sehingga memperoleh hubungan perkenal­
an antar suku bangsa atau budaya. 

2.3.2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan pameran Keliling diperlukan 
suatu perencanaan yang cennat dan harus merriperha­
tik.an hal-hal sebagai berik.ut: 
a. Penentuan tema dan tempat tujuan dari pameran 

keliling tersebut; 



b. Pemilihan obyek dengan teliti; 
c. Pembuatan daftar koleksi yang akan dipamerkan; 

d. Menentukan perlengkapan seperti vitrin, panel, dag 
koleksi (box standart), katalogus dan lain-lain; 

e. Menentukan petugas guide Uuru penerang); 
f. Persiapan peti kemas yang cocok dengan koleksi 

yang akan dipamerkan dan mudah diangkut, agar 
koleksi tidak rusak ; 

g. Mempersiapkan sarana transportast. 

2.3.3. Pelaksanaan: 
Pameran Keliling ini dapat dilaksanakan oleh : 
a. Direktorat Permuseuman beketja sama dengan Mu­

seum Negeri; 
b. Antar Museum Negeri dengan sepengetahuan Direk­

tur Permuseuman; 
c. Museum Negeri Propinsi ke daerah wilayahnya de­

ngan sepengetahuan Direktur Permuseuman; 
d. Museum Negeri Propinsi dapat melaksanakanpa­

meran keliling ke pusat atas persetujuan Direktur 
Permuseuman ; 

e. Museum Negeri Propinsi melaksanakan pameran ke­
liling ke luar negeri atas izin Depdikbud dan reko­
mendasi Ditjen. Kebudayaan cq. Direktorat Permu­
seuman; 

f. Setelah selesai penyelenggaraan pameran Keliling, 
harus membuat laporan kepada Direktur Permu­
seuman. 

2.4. Penataan Sementara: 

2.4.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan Penataan Sementara adalah 
benda-benda koleksi yang ditata dengan sarana pamer­
an yang sifatnya sementara dan sudah berdasarkan 
piinsip-prinsip seperti pameran tetap. 
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Penataran Sementara bertujuan seperti halnya dengan 
tujuan dari pameran tetap , hanya sifatnya dan sarana­
nya yang masih sementara. 

2.4.2. Perencanaan: 

Dalam merencanakan Penataan Sementara perlu ditem­
puh hal-hal sebagai berikut : 

a. Menentukan sistimatika penyajian koleksi , yang 
harus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyajian 
pameran tetap ; 

b. Membuat lay out dan design penataan sementara; 
c. Menentukan waktu/jadwal pelaksanaan; 

2.4.3. Pelaksanaan: 

Pelaksanaan Penataan Sementara dilaksanakan oleh 
Museum Negeri Propinsi itu sendiri, dimana Museum 
tersebut masih dalam persiapan/belum diresmikan. 
Design dan rencana kerja Penataan Sementara harus 
dikirimkan ke Direktorat Permuseuman untuk dinilai 
sebelum dilaksanakan . 

Kegiatan pelaksanaan Penataan Sementara baru dapat 
dilaksanakan setelah lay out, design dan rencana ker­
janya telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat 
Permuseuman. 

2.5. Penyempurnaan Pameran: 
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2.5 .1. Pengertian: 

Yang dimaksud dengan Penyempurnaan Pameran ada­
lah kegiatan untuk mencari sekurang-kurangnya yang 
terdapat dalam suatu pameran, agar.dapat disempurna­
kan sesuai 'dengan motivasi, tema pan metode penya­
jian yang telah direncanakan. 
Penyempurnaan Tata Pameran bertujuan agar dapat 
rn,'!mperoleh hasil dari suatu pameran yang sempurna 
dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan untuk suatu 
pameran. 

2.5.2. Perencanaan: 

a. Penentuan Waktu/jadwal pelaksanaan; 



b . Menen tukan personil yang bena r-benar me mpunyai 
pengctahua n serta kea hlian di bidang penataan pa­
mc ran . 

2.5.3. Pelaksanaan: 

a. Mcngadakan observasi di lokasi parneran ; 

b. Mcngeva luasi pameran; 

c. Melaporkan secara visual dan secara tertulis d enga n 
lengka p; 

u. Pelaksa na peny empurnaa n pame ran adalah Direk­
torat Pcrmu se uman bekerja sa ma dengan Museum 
Ncgc ri Propinsi. 

2.6 . Renovasi Tata Parneran : 

2.6. 1. Pengertian : 

Ya1ig uimaksud dcngan Renova si Tata Pame ran adalah 
suatu keg iatan dari tata pameran t etap museum, dima­
na merubah atau rne ngga nti penataan pameran t etap 
yang kira-kira lamanya pameran t etap terse but sudah 
) t:Jhllll . 
R.cnovasi Tata Pameran bert ujuan untuk me ningkatkan 
cara pcnyaji an koleksi d engan sistimatika penyajian 
yang lcb ih discsuaikan dengan perkembangan dan ke­
majuan jaman dan yang lebih me mberikan informasi 
ke paua pengunjung. 

2.6 .2. Perencanaan: 

Dalam me laksanaka n Renovasi Tata Pameran sudah ha­
rus mem punyai perencanaan yang mantap serta perlu 
diadaka n pentahapan sebagai berikut: 

a. Menentukan Tim Pelaksana Renovasi yang beranggo­
takan tenaga-t enaga yang berpengetahuan, penga­
laman serta ahli dalam bidang Tata Pameran; 

b . Pemimpin Proyek/Kepala Museum harus membuat 
makalah tentang Renovasi Tata Pameran yang akan 
d ilaksanakan ; 

c. Tim harus membuat Lay out ruangan dan design 
ruangan serta penempatan vitrin, panil dengan mem­
perhatikan segi pengamanan; 
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d. Menentukan sistimatikan penyajian yang sesuai de­
ngan perkembangan; 

e. Menentukan metode dan tekniK labeling dan isi ke­
lompok label; 

f. Menentukan sarana penunjang pameran (foto , gam­
bar) design mengenai latar belakang koleksi yang 
dipamerkan; 

g. Menentukan jenis bahan yang akan di pakai dalam 
menunjang penataan koleksi; 

h. Menentukan tata warna dan tata cahaya tiap vitrin ; 

i. Menentukan waktu/jadwal pelaksanaan; 
j. Menentukan biaya yang disesuaikan dengan dana 

yang tersedia. 

2.6.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan renovasi tata pameran perlu di­
tempuh hal-hal sebagai berikut: 
a. Oleh Museum Negeri Propinsi dengan beketja sama 

Direktorat Permuseuman; 
b. Pemimpin Proyek mengeluarkan SPK; 
c. Pemimpin Proyek menunjuk Tim; 
d. Rencana dan jadwal pelaksanaan harus mendapatkan 

p~rsetujuan dulu dari Direktorat Permuseuman se­
bt:Hum dilaksanakan; 

e. Sebelum dilaksanakan, tata pameran lama supaya di 
dokumentasi terlebih dahulu; 

f. Melaporkan segala kegiatan serta hasil pelaksanaan 
lengkap dengan foto · dokumentasi baik sebelum 
maupun sesudah pelaksanaan kepada Direktorat 
Permuseuman. 



3. Perawatan Museum : 

Yang dimaksud dengan perawatan museum ialah suatu tindak­
an atau usaha untuk memelihara dan merawat balk Gedung, kolek­
si dan peralatannya. 

Perawatan museum ini bertujuan agar baik bangunan, koleksi 
dan peralatannya selalu dalam keadaan baik dan terpelihara agar 
tetap berfungsi sebagaimana mestinya. 

3.1. Perawatan Gedung: 

3.1.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan perawatan gedung ialah 
suatu tindakan atau usaha manus1a yang sifatnya 
terus-menerus untuk menjaga kondisi dari suatu 
benda atau bangunan supaya selalu dalam keadaan 
mendekati pnma. 
Perawatan gedung mempunyai tujuan: 
a. Memudahkan untuk dioperasikan atau diguna­

kan. 
b. Agar bangunan tersebut tahan lama. 
c. Urituk menghindarkan kerusakan yang lebih be­

rat. 

3.1.2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan perawatan gedung dapat di­
bagi dalam 3 kategori ialah: 
a. Pemeliharaan ringan (sehari-hari). 
b. Pemeliharaan berat (3 bulan sekali). 
c. Pemeliharaan mengganti bagian-bagian yang 

us an g. 

Dalam perencanaan tersebut diatas harus memper­
hatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Harus menghitung volume yang akan dirawat. 
b. Menentukan prioritas bagian dari bangunan yang 

akan dirawat. 
c. Menentukan metode yang dipakai. 
d. Mengkalkulasi pemakaian bahan dan biaya. 
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e. Menentukan tenaga ahli di bidang bagian ba­
ngunan yang akan dirawat. 

f. Menyiapkan gam bar dan uraian rene ana bagian 
bangunan yang akan dirawat tanpa merubah 
bentuk aslinya (bangunan yang dilindungi M.O. 
1931 ). 

g. Menentukan jangka waktu pe1aksanaan. Jadwal 
pekerjaan. 

h. Menentukan mekanisme kerja. 

3.1.3. Pe1aksanaan: 
Dalam me1aksanakan perawatan gedung museum 
harus diperhatikan hal-hal sbb.: 
a. Pelaksanaan perawatan gedung dilakukan secara 

swakelola atau pihak ketiga sesuai dengan per­
aturan dan aturan yang berlaku ; 

b. Pelaksanaan perawatan gedung baru bisa dilaksa­
nakan setelah konsep diketahui oleh Kakanwil 
Depdikbud atas saran Kepala Bidang Permu­
seuman Sejarah dan Kepurbakalaan atau Kepala 
Museum; 

c. Membuat laporan setelah kegiatan perawatan se­
lesai dilaksanakan. 

3.2. Perawatan Peralatan: 

3.2.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan perawatan peralatan adalah 
suatu tindakan atau usaha manusia untuk memeli­
hara dan merawat peralatan teknis yang berada da­
lam museum. 
Perawatan peralatan teknis mempunyai tujuan agar 
semua peralatan selalu berada dalam kondisi yang 
baik dan terpelihara agar dapat berfungsi sebagai­
mana mestinya. 

3.2.2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan pemeliharaan atau perawatan 
harus memperhatikan beberapa hal antara lain: 



a. Menyiapkan penempatan peralatan teknis pada 
tempat yang aman ; 

b. Menentukan tenaga ahli dibidang perawatan per­
alatan, terutama bagi museum yang belum dires­
mikan ; 

c. Menyiapkan sarana dan bahan, serta menghitung 
biayanya; 

d. Menentukan prosedur administrasi dan teknis 
serta mekanisme kerja; 

e. Menentukan bentuk-bentuk formulir dokumen­
tasi untuk kegiatan administrasi perawatan per­
alatan ; 

f. Menentukan jadwal pelaksanaan. 

3.2.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan perawatan peralatan museum 
harus memperhatikan hal-hal sbb.: 
a. Menyiapkan ruang atau tempat penyimpanan 

peralatan yang aman; 
b. Membersihkan peralatan yang selesai di perguna­

kan dan memperbaiki bila rusak; 
c. Peminjaman dan pen gem balian peralatan mu­

seum harus melalui prosedur administrasi; 
d. Menyiapkan buku inventarisasi peralatan mu­

seum dan dikelola oleh petugas khusus. 

3.3. Perawatan Koleksi: 

3.3.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan pera wa tan koleksi adalah 
suatu kegiatan dan usaha untuk menjaga, memeli­
hara serta merawat benda-benda koleksi dengan 
menggunakan metode-metode yang sudah ditentu­
kan. 
Perawatan koleksi bertujuan untuk menyelamatkan 
dan melestarikan benda-benda koleksi tersebut, 
agar sebagai bukti sejarah atau nilai-nilai yang ter-

29 



30 

kandung didalarnnya dapat dihayati oleh generasi 
berikut dengan kata lain dapat tahan lama. 

3.3.2. Perencanaan; 
a. Menentukan prioritas koleksi mana yang akan 

dirawat; 
b. Menentukan tenaga ahli dibidang konservasi ko­

leksi : 
c. Menyiapkan daftar jenis bahan dan jwnlah ko­

leksi yang akan dirawat: 
d. Menentukan jenis dan volume bahan kimia serta 

sarana yang akan dipergunakan dalarn proses 
perawatan; 

e. Mengkalkulasi biaya; 
f. Menentukan prosedur administrasi dan teknis 

konservasi serta mekanisme kerja. 

3.3.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan perawatan koleksi harus 
memperhatikan hal-hal sbb.: 
a. Menyiapkan buku dan a tau lem baran dengan 

format tertentu untuk mencatat koleksi yang di­
terima untuk dirawat/diawetkan, dikembalikan 
setelah dirawat/diawetkan sesuai dengan prose­
dur administrasi yang berlaku; 

b. Menyiapkan buku dan atau lembaran dengan 
format tertentu untuk mencatat mengenai ba­
han, penyebab kerusakan, kegiatan konservasi 
koleksi dan penggunaan jumlah dan prosentasi 
kadar bahan.kimia yang dipergunakan; 

c. Mengkaji setiap benda koleksi yang akan dirawat 
(membuat diagnosa); 

d. Membersihkan J)eralatan laboratorium konserva­
si dan membuang sisa bahan kimia yang telah di­
gunakan ke tempat yang tidak akan mencemar­
kan lingkungan; 

e. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi 



data kelembaban, suhu, penyinaran di dalam 
ruang pameran dan storage; 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan perawatan koleksi 
kepada Kepala Museum dan atau Kepala Bidang 
PSK. 

4. Administrasi Koleksi: 

Administrasi koleksi ialah suatu kegiatan dalam melakukan pe­
ngelolaan benda-benda yang dapat dijadikan koleksi museum se­
hingga menjadi koleksi museum dan semua prosedur pengelola­
an dalam mengidentifikasikan koleksi, dokumentasi koleksi baik 
verbal maupun visual, inventarisasi koleksi, katalogisasi dan re­
ka tal ogisasi. 
Dengan melaksanakan administrasi koleksi museum akan mem­
punyai dokumentasi yang lengkap dan dapat dijadikan bukti 
identitas tentang nilai, asal usul dan harganva atas dasar keten­
tuan yang berlaku. 

4.1. lnventarisasi. 

4.1.1. Pengertian: 

Yang dimaksud dengan inventarisasi koleksi htlah 
suatu kegiatan pencatatan spesifikasi benda-benda 
yang akan dijadikan koleksi ke dalam buku registra­
si/buku induk koleksi dan buku inventarisasi koleksi 
yang mempunyai format-format tertentu (lihat 
contoh). 
Tujuan kegiatan inventarisasi koleksi ialah agar supa­
ya data verbal/visual mengenai koleksi dapat dijadi­
kan bukti pemilikan. 

4.1.2. Perencanaan. 

Dalam merencanakan inventarisasi koleksi perlu di­
laksanakan pentrapan sebagai berikut: 
a. Pemmimpin Proyek · menentukan tenaga · yang 

mampu melaksanakan' kegiatan terse but; 
b. Pemimpin Proyek menentukan tenaga fotograft 

yang mampu membuat foto-foto .koleksi yang 
memenuhi standar untuk dokumentasi; 
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c. Menyesuaikan volume pckerjuan dengu n dana 
yang terseclia ; 

d. Menentukan jangka waktu pelaksanaan; 
e . Pimpro menyiapkan bahan-bahan untuk inventa­

risasi berupa buku buku registrasi koleksi. buku 
inventarisasi clan lain-lain lajur. 

f. Menentukan mekanism e kerja . 

4.1 .3. Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi koleksi 
perlu dilakukan tahapan sebagai berikut : 
a . Pimpro membuat/menetapkan SPK . 
b. Pelaksana membuat jadwal pelaksanaan kerja. 
c. Pelaksana harus dapat menguraikan spesifikasi 

wujud benda yang dapat memberikan kejelasan 

akan benda tersebut; 
d. Pimpro harus menilai hasil registrasi dan inventari­

sasi dan juga jumlah koleksi yang telah dilaksana­
kan. 

4.2. Katalogisasi Koleksi. 

4.2.1. Pengertian 

Katalogisasi koleksi ialah suatu kegiatan merekam 
baik verbal maupun visual dan menguraikan identifi­
kasi koleksi pada lembaran/kartu yang mempunyai 
format tertentu. 
Tujuan melakukan kegiatan katalogisasi koleksi ialah 
menghasilkan katalog koleksi yang berisi bahan in­
formasi tentang koleksi dan Jatar belakangnya secara 
lengkap yang dapat dijadikan sumber penelitian dan 
bahan publikasi. 

4.2.2. Perencanaan 

Dalam merencanakan penerbitan suatu katalog mu­
seum perlu dilaksanakan pentahapan sebagai beri­
kut: 



a. Pimpro menentukan tenaga ahli di bidang ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan koleksi yang 
akan diidentifikasikan; 

b. Menentukan ahli Fotografi yang dapat menghasil­
kan foto koleksi, berwarna dan hitam-putih , yang 
terlihat jelas dan artistik; 

c. Menyesuaikan volume pekerjaan dengan dana 
yang tersedia ; 

d . Menyiapkan kerangka acuan (term of reference) 
dan model naskah katalog koleksi siap cetak; 

e . Menentukan jangka waktu pelaksanaan; 
f . Menentukan mekanisme kerja. 

4.2.3. Pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaan penyusunan naskah katalog ko­
leksi yang siap cetak perlu diperhatikan sebagai be· 
rikut: 

a. Pemimpin Proyek membuat/menetapkan SPK. 
b. Pemimpin Proyek membuat SK Perjanjian kerja 

dengan tim Penyusun dan Pemotret yang berisi 
persyaratan tertentu ; 

c. Pelaksanaan membuat rencana kerja dan jadwal 
pelaksanaan kerja; 

d. Pemimpin Proyek memberikan pengarahan, me­
nentukan koleksi yang dijadikan bahan katalog; 

e. Setelah rencana kerja dan jadwal pelaksanaan di­
setujui Pimpinan Proyek , maka penyusunan nas­
kah katalog koleksi dapat dimulai; 

f. Pemimpin Proyek harus menilai hasil naskah ka­
talog dan bertanggung jawab atas kesempurnaan­
nya; 

g. Setelah naskah diterima karena isi, bobot, perwa­
jahan (lay out) dan jumlah berkas naskah yang te­
lah ditentukan diberikan kepada Tim Penyunting; 

h. Pemimpin Proyek mengeluarkan SPK penyunting­
an ; 
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i. Setelah naskah selesai , maka sebuah naskah kata­
log siap cetak dikirimkan kepada Direktur Permu­
seuman untuk dikonsultasikan. 

4.3. Rekatalogisasi. 
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4.3.1. Pengertian. 

Rekatalogisasi adalah suatu kegiatan dalam mencan­
tumkan kembali data identifikasi koleksi , baik seca­
ra verbal maupun visual , pada lembaran/kartu dan 
buku dengan format tertentu. 
Rekatalogisasi bertujuan untuk . meningkatkan dan 
melengkapi agar museum negeri propinsi memiliki 
inforrnasi mengenai identifikasi dan dokumentasi · 
koleksi lebih sempurna. 
Kegiatan pelaksanaan identifikasi dan dokumentasi 
harus dilakukan sejak waktu survai koleksi sampai 
dengan pengelolaan koleksi. Dengan demikian, data 
koleksi yang direkam di dalam katalog koleksi dapat 
dijadikan sumber yang dapat mengungkapkan me­
ngenai guna, fungsi dan makna benda tersebut bagi 
masyarakat. 

4.3.2. Perencanaan. 

Dalam merencanakan pelaksanaan rekatalogisasi 
memerlukan pentahapan sebagai berikut: 
a. Pemimpin Proyek menyediakan Kartu Isian di la-

pangan, lembaran lepas buku inventaris koleksi, 
dan katalog koleksi (lihat lampiran 2 dan 3) untuk 
mencantumkan hasil identifikasi dan dokumentasi 
koleksi serta tempat penyimpanan hasil rekaman 
foto; 

b. Menentukan 3 sampai dengan 5 orang tenaga ahli 
di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan de­
ngan benda koleksi yang akan disurvai dan me­
laksanakan rekatalogisasi koleksi; 

c. Menyesuaikan volume pekerjaan dengan dana 
yang tersedia; 



d. Menentukan jangka waktu pelaksanaan dan meka­
nisme kerja. 

4.3.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan rekatalogisasi memerlukan 
pentahapan sebagai berikut: 

a. Pimpro membuat/menetapkan SPK Tim Rekata­
logisasi; 

b. Membuat kerangka acuan (term of reference) 
dan memberikan petunjuk prosedur pelaksanaan 
dan jadwal pelaksanaan kerja; 

c. Pelaksanaan rekatalogisasi dilaksanakan secara 
swakelola; 

d. Tim Rekatalogisasi melakukan kegiatan meli­
puti: 

1) Melakukan survai di lapangan dengan mere­
kam identifikasi pacta Kartu Isian di lapang­
an, mencatat sejarah dan latar belakang ko­
leksi di buku catatan lapangan dan membuat 
foto dokumentasi mengenai kegiatan yang 
berkaitan dengan benda koleksi tersebut; 

2) Mencantumkan hasil survai ke dalam buku 
inventaris secara garis besar mengenai urai­
an fisik benda; 

3) Mencantumkan hasil survai lee dalam buku 
katalog koleksi secara terperiuci identifikasi 
fisik koleksi, sejarah, guna, fungsi dan makna 
koleksi serta buku referensi yang berkaitan 
dengan jenis koleksi tersebut; 

4) Hasil dokumentasi visual dan hasil rekatalo­
gisasi disampaikan kepada pimpinan proyek; 

5) Tembusan hasil rekatalogisasi dikirimkan 
kepada Direktorat Permuseuman untuk do­
kumentasi. 
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5. Penulisan Buku: 

36 

Kegiatan penulisan buku ini ada dua macam, yaitu: 
5 .1. Transkripsi a tau Alih Tulisan ; 
5.2. Transliterasi atau Alih Bahasa. 

5 .1. Transkripsi a tau Alih Tulisan: 

5 .1. 1. Pengertia n: 
Yang dimaksud dengan transkripsi atau alih tu­

lis:m adalah suatu kegiatan pengalihan suatu ben­
tuk tulisan daerah kedalam bentuk tulisan latin, 
tanpa menterjemahkan bahasanya. 
Tujuan untuk menghasilkan naskah dalam rangka 
penyebarluasan nilai-nilai budaya, mudah dibaca 
dan menjadi bahan/sumber pengolahan selanjut­
nya. 

5. l. 2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan kegiatan transkripsi atau 

alih tulisan perlu diperhatikan ketentuan-ketentu­
an sebagai berikut: 
a. Menentukan naskah berdasarkan prioritas kepen­

tingan yang bermanfaat; 
b. Menentukan tenaga ahli di bidang filologi seba­

gai pelaksananya; 
c. Menyesuaikan volume pekerjaan dengan dana 

yang tersedia ; 
d. Menentukan jangka waktu pelaksanaan ; 
e. Menentukan mekanisme kerja. 

5 .l. 3. Pelaksanaan: 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melak­

sanakan kegiatan transkripsi atau alih tulisan ada­
lah sebagai berikut: 
a. Pemimpin Proyek membuat/menetapkan SPK ; 
b. Dilaksanakan secara swakelola ( tidak dengan 

sistem kontrak atau tender); 
c. Pelaksana membuat rencana dan jadwal pelak­

sanaan kerja; 



d. Menyampaikan hasil sesuai dengan isi naskah 
asli, jumlah serta dalam waktu telah ditentukan 
dalam SPK. 

5.2. Transliterasi atau Alih Bahasa : 

5.2.1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan Ttansliterasi atau Alih 

Bahasa adalah suatu kegiatan pengalihan suatu ba­
hasa asing kedalam bahasa Indonesia. 
Tujuannya adalah untuk menghasilkan naskah da­
lam rangka penyebarluasan nilai-nilai budaya agar 
mudah dibaca dan menjadi bahan/sumber peng­
olahan selanjutnya. 

5.2.2. Perencanaan : 
Dalam melaksanakan kegiatan Transliterasi atau 

Alih Bahasa, perlu diperhatikan ketentuan-keten­
tuan sebagai berikut : 
a. Menentukan tenaga ahli di bidang bahasa yang 

bersangkutan; 
b. Menyesuaikan volume pekerjaan dengan dana 

yang tersedia; 
c. Men en tukan jangka waktu pelaksanaan ; 
d. Menentukan mekanisme kerja. 

5.2.3. Pelaksanaan: 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksa­

nakan kegiatan ini, adalah sebagai berikut: 
a. Pemimpin Proyek membuat/menetapkan SPK ; 
b. Dilaksanakan secara swakelola; 
c. Pelaksana membuat rencana dan jadwal pelak­

sanaan kerja; 
d. Menyampaikan hasil terjemahan dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

6. Penerbitan: 

Kegiatan penerbitan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 
6.1. Buku Petunjuk Museum ; 
6.2. Buku Informasi Koleksi. 
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6.1. Buku Petunjuk Museum: 

6.1.1. Pengertian : 
Yang dimaksud dengan penerbitan "buku pe­

tunjuk museum" adalah suatu penerbitan buku 
yang memuat petunjuk mengenai sejarah, isi pe­
nyajian koleksi dan waktu buka museum serta di­
perjelas dengan dilengkapi ilustrasi yang dapat 
berupa foto koleksi, gam bar denah dan peta lokasi 
museum. 

6.1. 2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan kegiatan penerbitan buku 

petunjuk museum, perlu diperhatikan ketentuan­
ketentuan sebagai berikut : 
a. Menentukan sistematika isi dan bobot buku 

petunjuk ; 
b. Menunjuk Tim atau perorangan yang ahll ten­

tang koleksi museum yang bersangkutan ; 
c. Menyesuaikan volume pekerjaan dengan dana 

yang tersedia ; 
d. Menunjuk Tim Penyunting dan Lay-out buku 

yang mempunyai keahlian dalam bidangnya; 
e. Menentukan jangka waktu rlan mekanisme ker­

ja. 

6.1.3. Pelaksanaan: 
Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan kegiatan penetbitan "buku 
petunjuk museum'' adalah sebagai berikut: 
a. Pemimpin Proyek ·membuat/menetapkan SPK 

pelaksanaan kerja; 
b. Pemimpin Proyek membuat SPK Tim Penyun­

ting dan Lay-out; 
c. Dilaksanakan se~ara swakelola; 
d. Pelaksana membuat rencana dan jadwal kerja 

pelaksanaan; 
e. Menyampaikah hasil naskah untuk disun-ing 



lSI, dan bahasanya serta menyeleksi gambar­
gambar/foto-foto ilustrasinya; 

f. Menyempurnakan naskah siap cetak dengan isi 
dan ilustrasi gambar yang berbobot serta dengan 
bahasa yang baik dan benar; 

g. Prosedur pelaksanaan harus sesuai dengan DIP 
dan PO serta peraturan-peraturan yang berlaku. 

6.2. Buku Informasi Koleksi : 

6.2.1. Pengertian : 
Yang dimaksud dengan penerbitan "buku infor­

masi koleksi" adalah suatu penerbitan buku yan~ 
memuat uraian tent:mg jenis, bentuk, kegunaan 
atau fungsi dan makna suatu koleksi serta dileng­
kapi dengan ilustrasi gambar/foto koleksi, proses 
pembuatan dan kegunaannya. 

6.2.2. Perencanaan: 
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan da­

lam merencanakan kegiatan penerbitan buku infor­
masi koleksi ini adalah: 

a. Menentukan sistematika isi dan bobot buku; 
b. Menunjuk Tim atau perorangan yang ahli ten­

tang koleksi; 
c. Menyesuaikan volume pekerj~an dengan dana 

yang tersedia; 
d. Menunjuk Tim Penyunting dan Lay out buku 

yang mempunyai keahlian dalam bidangnya; 
e. Menentukan jangka waktu dan mekanisme pe­

laksanaan. 

6.2.3. Pelaksanaan : 
Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan "buku 

informasi koleksi" perlu diperhatikan ketentuan­
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pemimpin Proyek membuat/menetapkan SPK; 
b. Pemimpin Proyek membuat/menetapkan SPK 

Tim ·Penyunting dan Lay-out; 
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c. Dilaksanakan secara swakelola ; 
d. Pelaksana membuat rencana dan jadwal pelaksa­

naan ; 
e. Menyampaikan hasil naskah untuk disunting isi 

dan bahasanya serta menyeleksi gambar/foto 
ilustrasinya ; 

f. Menyempurnakan naskah siap cetak dengan isi 
dan ilustrasi yang berbobot serta dengan bahasa 
yang baik dan benar ; 

g. Prosedur pelaksanaan harus sesuai dengan DIP, 
PO serta peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Tehnis Permuseuman : 
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7. 1. Pengertian : 

Yang dimaksud dengan peningkatan ketrampilan te­
naga teknis permuseuman adalah usaha-usaha untuk me­
ningkatkan tenaga teknis di bidang permuseuman baik 
secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuan­
titatif yaitu usaha peningkatan jumlah tenaga teknis 
permuseuman (pengadaan tenaga teknis permuseuman). 
Sedangkan secara kualitatif yaitu usaha peningkatan pe­
ngetahuan mutu ketrampilan tenaga teknis permuseuman. 

Peningkatan ketrampilan tenaga teknis permuseuman 
bertujuan untuk mendapat tenaga di bidang permuseum­
an yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan kebutuhan 
museum, baik jumlah tenaga maupun mutu ketrampilan 
atau keahliannya. 

7.2. Perencanaan: 

Di dalam merencanakan peningkatan ketrampilan 
tenaga teknis permuseuman sesuai dengaR tujuan keguna­
annya, maka perlu dilaksanakan kegiatan sebagai ber­
ikut: 
a. Inventarisasi kepegawaian ; 
b. Pengumpulan data kepegawaian ; 
c. Pengolahari data kepegawaian; 
d. Evaluasi dari data di atas; 



e. Penentuan tenaga pengajar sesuai dengan bidang yang 
akan diajarkan; 

f. Menentukan lokasi di mana penataran akan dilaksana-
kan; 

g. Wak tu penyelenggaraan; 
h. Dana yang diperlukan; 

i. Peranitas tipe penataran yang diperlukan. 

7.3. Pelaksanaan: 

Untuk melaksanakan peningkatan ketrampilan tenaga 
teknis permuseuman, bisa dilaksanakan dengan cara-cara 
sebagai berikut: 

a. Pengadaan tenaga haru: 
Untuk melaksanakan pengadaan tenaga baru di hi­

dang permuseuman diperlukan adanya calon-calon per­
sonal yang rnempunyai dasar pendidikan sebagai her­
ikut: 
I). Bidang teknis administratif adalah sarjana. sarjana 

r.1uda bidang administrasi, maupun lulusan sekolah 
kejuruan yang sesuai dalam bidang tersebut misal­
nya SMEA; 

2). Bidang teknis edukatif (sarjana, satjana muda hi­
dang pendidikan/IKIP maupun lulusan sekolah ke­
juruan yang sesuai dengan bidang tersebut , misal­
nya sekolah guru); 

3). Bidang teknis ilmiah (Sarjana, sarjana muda bidang 
sastra, teknis maupun lulusan SLTA). 

Tenaga yang dapat diberikan honorarium melalui 
proyek harus tenaga yang belum diangkat (belum ada 
Surat Keputusan Pengangkatan) dan jumlahnya setiap 
tahun harus berkurang. 

b. Magang: 
Magang adalah usaha peningkatan ketrampilan tek­

nis di bidang permuseuman, yang pelaksanaannya bisa 
dilaksanakan dengan job training dari suatu museum 
yang baru ke museum yang telah bisa dinilai sebagai 
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museum pembina. Dalam melaksanakan magang ini 
diusahakan untuk mencari museum pembina yang ter­
dekat, dengan tujuan penghematan biaya perjalanan. 
Magang dapat dilaksanakan minimal dalam jangka wak­
tu satu bulan, maksimal tiga bulan. 

c. Ketrampilan Sepsialisasi Tenaga Teknis Permuseuman: 
Adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan te­

naga museum sesuai dengan bidang tugasnya. Pening­
katan ketrampilan spesialisasi tenaga teknis permu­
seuman dilaksanakan dengan dasar prioritas kepen­
tingan yang diperlukan museum. Peningkatan ketram­
pilan bisa dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan 
tenaga museum dalam kursus bidang-bidang keahlian 
tertentu yang diperlukan oleh museum, misalnya 
mengkursuskan bahasa asing untuk tenaga museum 
yang akan dikirim ke luar negeri, maupun untuk ke­
pentingan tugas sehari-hari misalnya fotografi, cine­
matografi dan lain sebagainya. 

d. Pengadaan tenaga pengamanan atau SATPAM: 
Yaitu pengadaan tenaga pengamanan dalam Jing­

kungan museum yang bertugas menjaga museum dan 
lingkungannya dengan tidak dibebarti tugas-tugas ke­
polisian, namun tenaga SA TPAM ini dilatih oleh kepo­
lisian. Latar belakang pendidikan tenaga pengamanan 
cukup dengan tenaga-tenaga yang mempunyai dasar 
pendidikan SO atau SLTP dengan ditambah pendidik­
an khusus SA TP AM. 



8. Bantuan Museum: 

8. I . Pengertian: 

Yang dimaksud dengan bantuan museum adalah pem­
berian bantuan kepada museum-museum lokal (daerah), 
maupun museum-museum swasta, melalui Proyek Pe­
ngembangan Permuseuman Propinsi. Bantuan museum ini 
dapat berupa materi ataupun jasa. 
Pemberian bantuan museum bertujuan untuk membina 
dan mengembangkan museum-museum lokal atau mu­
seum-museum swasta, agar museum-museum tersebut da­
pat berfungsi sebagai museum yang diharapkan. 

8.2. Perencanaan: 

Untuk melaksanakan bantuan terhadap museum-mu­
seum lokal dan swasta, perlu adanya penelitian terhadap 
museum-museum lokal atau museum-museum swasta de­
ngan melaksanakan inven tarisasi dan registrasi terhadap 
museum tersebut, baik berdasarkan data hasil laporan, 
maupun peninjauan secara on the spot. Dari hasil-hasil pe­
laksanaan inventarisasi dan registrasi museum tersebut 
perlu dilaksanakan penilaian untuk menentukan urgensi 
dan priontas bantuan terhadap suatu museum. 

8.3 . Pelaksanaan : 

Bantuan museum akan dilaksanakan melalui Proyek 
Pengembangan Permuseuman di Propinsi. Namun demi­
kian bila di Propinsi dimana lokasi museum tersebut be­
lum ada Proyek Pengembangan Permuseuman, maka hal 
ini bisa dilaksanakan melalui Proyek Pengembangan 
Permuseuman Jakarta. 
Dalam pelaksanaannya bantuan museum hanya dapat 
diberikan dalam bentuk peralatan, perbaikan/rehabilitasi 
fisik bangunan atau perawatan, jasa dan koleksi sesuai 
dengan kebutuhan permintaan museum yang bersangkut­
an. 
Bantuan museum tidak' dapat diberikan dalam bentuk 
uang tunai. Museum-museum yang dibantu harus sesuai 
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dengan nama museum yang tertera di dalam DIP/ PO yang 
bersangkutan. 
Laporan hasil pt'laksanaan pemberian bantuan beserta be­
rita acaranya, harus dikirimkan tembusa nny a kepada Di­
rektorat Permuseuman. 
Pennintaan bantuan harus disertai dengan rencana fisik 
museum yang bersangkutan dan disahkan oleh instansi 
yang berwenang. 
Bagi museum swasta, bantuan diberikan kepada mu se um 
yang sudah mempunyai status Badan Hukum. 

9. Studi Perbandingan : 

9 .1. Pengertian: 
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Yang dimaksud dengan Studi Perbandinga n adalah 
suatu kegiatan peninjauan untuk menga mati segala hal 
yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi 
pelaksanaan pengelolaan suatu museum. 
Tujuan Studi Perbandin gan adalah untuk melakukan 
studi teknis ke museum yang secara kualitatif lebih baik 
dalam usaha mencari perbandingan antara museum yang 
satu dengan museum lainnya dalam bidang-bidang terten­
tu dalam rangka peningkatan kegiatan fungsionalisasi ba­
gi museum yang bersangkutan. 

9.2. Perencanaan: 

Dalam merencanakan kegiatan Studi Perbandingan 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penentuan sasaran bidang studi; 
b. Penentuan lokasi Studi Perbandingan ; 
c. Penentuan tenaga pelaksana berdasarkan kemampuan 

yang sesuai dengan bidang studi perbandinga n ; 

d. Penentuan waktu lamanya studi perbandingan dilak­
sanakan. 

9.3. Pelaksanaan: 

Dalam melaksanakan Studi Perbandingan perlu diper­
hatikan hal-hal sebagai berikut: 



a. Melaporkan kepada Direktorat Permuseuman untuk 
mendapatkan persetujuan dengan mencantumkan 
nama pelaksananya ; 

b. Pelaksana membuat rencana dan program studi perban­
dingan: 

c. Membuat laporan studi perbandingan selambat-lambat­
nya sepuluh hari setelah st.udi perbandingan dilaksana­
kan: 

d. Tembusan laporan disampaikan juga kepada Direktorat 
Permuseuman, Kanwil. Depdikbud cq. Bidang PSK dan 
Museum yang dijadikan studi perbandingan. 

10. Pengadaan Sarana Penunjang: 

Yang dimaksud dengan pengadaan sarana penunjang adalal. 
suatu kegiatan pengadaan yang bertujuan untuk melengkapi 
sarana dan prasarana yang akan menunjang pembangunan 
museum serta terciptanya suatu kegiatan fungsionalisasi mu­
seum sebagaimana mestinya. Pengadaan sarana penunjang me­
liputi: 

I 0.1. Pengadaan Fisik Bangunan Museum; 
10.2. Rehabilitasi Bangunan Museum; 
I 0.3. Pen·gadaan Perala tan Museum. 

1 0.1 . Pengadaan Fisik Bangunan Museum: 

1 0. 1. 1. Pengertian: 
Yang dimaksud dengan "bangunan Mu­

seum" adalah satu unit bangunan monumental 
baik bangunan baru maupun bangunan lama 
yang berfungsi sebagai wadah untuk melestari­
kan koleksi dan aktifitas museum. 

1 0.1.2. Perencanaan: 
Dalam merencanakan bangunan museum 

yang sesuai dengan fungsinya, harus berdasar­
kan hasil survai perencanaan, dengan memper­
hatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Lokasi: 

I) Letak bangunan: 
- mudah dijangkau/strategis ; 
- dekat jalan umum ; 
- tidak terlampau jauh dari pusat kegiat-

an kota ; 

2) Kest!hatan Lingkungan: 
- tidak dekat daerah industri; 
- bebas banjir; 
- bukan tanah rawa; 
- tidak terlalu dekat dengan !aut ; 
- mempunyai cukup ruang terbuka ; 

3) Kondisi tanah: 
- mempunyai claya dukung tinggi dan 

stabil ; 

4) Status tanah : 
- bukan tanah sengketa; 

- hak penggunaan tanah harus dinyatakan 
dengan sertifikat. 

b. Gay a bangunan : 
1) Harus mencerminkan identitas bangunan 

lokal ; 
2) dalam mencari identitas bangunan lokal ti­

dak harus selalu terikat pada bentuk yang 
clianggap ciri khas lokal , melainkan pacla 
konsep-konsep lokal yang hidup atau yang 
perlu dihidupkan dalam bentuk bangunan 
museum; 

3) Harus merupakan satu kesatuan yang utuh 
dengan lingkungannya ; 

4) Pemugaran untuk bangunan museum yang 
bukan monumen dilakukan sesuai dengan 
gaya identitas bangunan lokal atau sesuai 
dengan bangunan aslinya ; 

5) Pemugaran untuk bangunan museum yang 
monumental harus sesuai dengan bangunan 



aslmya dan mendapatkan persetujuan dari 
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Pe­
ninggalan Sejarah dan Purbakala. 

c . Rencana lnduk (master plan) Bangunan 
Museum: 
I) Bangunan museum harus sesuai dengan 

standarisasi bangunan museum dan per­
syaratan arsitektur museum antara lain 
mengenai sirkulasi pengunjung dan sir­
kulasi data; 

2) Volume ruangan harus disesuaikan de­
ngan jenis dan jumlah koleksi setempat; 

3)Perlu dibuatkan ruangan dengan kon­
struksi khusus untuk pameran dan pe­
nyimpangan koleksi yang memerlukan 
pengamanan secara khusus; 

4) Untuk lebih mencerminkan identitas 
lokal dalam pelaksanaan bangunan mu­
seum diutamakan penggunaan bahan 
bangunan lokal sejauh hal itu dapat me­
mcnuhi syarat-syarat untuk bangunan 
museum; 

5) Bangunan museum harus menjamin kese­
lamatan manusia dan koleksi yang ditam­
pungnya , dengan memperhatikan bahaya­
bahaya kebakaran, pencurian, vandalisme, 
cuaca, cahaya, serangga, tumbuh-tumbuh­
an yang merusak dan pencemaran ling­
kungan; 

6) Untuk bangunan induk museum (main 
building) minimal harus termasuk stan­
dar bangunan kelas II (standart bangun­
an pemerintah); 

7) Perlu diserasikan dengan gaya bangunan 
sekelilingnya, tetapi masih mempunyai 
identitas bangunan lokal. 
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i 0.1.3. Pelaksanaan : 

Untuk mendirikan hangunan museum pcrlu 
dilaksanakan kl'giatan-kL'giatan menurut kcten­
tuan yang tnmuat dalam Kepprcs yang bcrlaku 
(Keppres Nomor: 14A 1980) dengan penta­
hapan sebagai berikut : 
a. Penentukan lokasi bangunan museum diusul­

kan olch pcmimpin proyek berdasarkan hasil 
survai perencanaan dan ditl'tapkan okh Di­
rektur PernH1seum:1n . 

b. Pemimpin ProyL'k lllL'Iltllljuk biro arsitek 
untuk mcmbuat des:1in JlL'Illhu:ll:lll pradessin 
harus memperhatikan persya ratan bangunan 
museum: 

c. Biro arsitek dengan did ampingi Pemimpin 
Proyck harus mendiskusikan pradcsain ke­
pada Direktur Permuse11n1an untuk mcnda­
patkan pengcsahan okh Direktur Permu­
seuman; 

d. Pemimpin Proyek membe rika n perintah ker­
ja kepada biro arsitck untuk pembuatan 
gambar-gambar dcsain yang ml'liputi: gam­
bar denah, proyeksi. persq)L'ktif. pandangan 
mata burung: 

e. Pemimpin Proyek mengusulkan pentahapan 
pengadaan museum berdasa rka n ska Ia prio­
ritas , dengan disertai gambar pentahapan . 
Persetujuan pentahapan bangunan nHI Se um 
d i tcta pka n oleh Di rek t ur Permuseuma n l)L'r­
dasarkan anggaran yan).! tnsedia: 

f. Berdasarkan desain ya ng tl'lah disetujui okh 
Direktur Permuseuman d:1n persetujuan PL'n­
tahapan. maka Pemimpin Proyek memnin­
tahkan memhuat g:1mbar 11L'skk secara kng­
kap (termasuk riul. talang. sanitasi . listrik 
dan gambar-gambar lain yang diperlukan): 

g. Pemimpin ProyL'k mdaksanakan pl'lelangan 



dan pelaksanaan bangunan menurut pera­
turan yang ditentukan dalam Keppres yang 
berlaku, pedoman umum pelaksanaan pro­
yek Pelita dan peraturan-peraturan lain yang 
berlaku; 

h. Pemberian pekerjaan tambahan kepada pem­
borongan harus dikonsultasikan kepada Di­
rektur Perm useuman; 

Pemimpin Proyek menerima bangunan dari 
pemborong sesuai dengan perjanjian, kemudian 
menyerahkan kepada pengelola museum seba­
gai aparatur rutin. 

Pada akhir tahun anggaran apabila proyek 
tersebut belum selesai secara keseluruhan, 
bangunan yang telah dihasilkan diserahkan ke­
pada Pimpinan Proyek selanjutnya, termasuk 
pemanfaatan dan pemeliharaannya. 

Pembuatan pagar, taluid , relief, pintu ger­
bang, air mancur, taman , sumur artetis, pengas­
palan yang belum ada standartnya, harus di­
lengkapi dengan rencana fisik oleh instansi 
yang berwenang secara terperinci baik tentang 
bahan, lama kerja serta jumlah tukang yang 
terli bat. 

10. 2. Rehabilitasi Bangunan Museum: 
1 0. 2. 1. Pengertian: 

Secara umum yang dimaksud dengan "reha­
bilitasi" adalah pengembalian sesuatu benda 
atau sesuatu hal kepada keadaan semula. Se­
suatu hal tersebut dapat berarti fisik ataupun 
non fisik. Rehabilitas terhadap bangunan mu­
seum bcrarti mengembalikan kepada kondisi 
fisik semula. 

10. 2. 2. Perencanaan: 

Da Ia m 
bangunan 
bcrikut: 

merencanakan suatu rehabilitasi 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai 
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a. pemeriksaan secara total terhadap bangunan 
yang akan direhabilitir; 

b . data pemeriksaan perlu dianalisa secara 
matang, bagian-bagian mana yang memang 
perlu direhabilitasi dengan segera; 

c. Segera ditentukan bagaimana cara pelaksana­
annya yang paling efisien dan efektif; 

d . Rehabilitasi bangunan museum yang masih 
berfungsi harus diperhitungkan dengan sak­
sama, karena menyangkut keselamatan ko­
leksi dan manusia yang ada di dalamnya; 

e. Khusus untuk bangunan yang bersejarah ha­
rus mendapat izin terlebih dahulu dari Di­
rektorat Perlindungan dan Pembinaan Seja­
rah dan Purbakala ; 

f. Men entukan jadwal waktu pelaksanaan . 

10.2.3. Pelaksanaan: 
Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan 

museum , perlu diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Sebelum rehabilitasi dilaksanakan , rencana 

rehabilitasnya sudah mendapatkan persetuju­
an dari Direktorat Permuseuman ; 

b. Dalam pelaksanaan harus meny ertakan unsur 
DPU setempat; 

c. Pelaksanaan rehabilitasi harus mengikuti pe­
raturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

d . Laporan pelaksanaan dan serah terima pe­
kerjaan tembusannya disampaikan kepada 
Direktorat Permuseuman; 

10.3. Pengadaan Peralatan Museum: 
10.3.1. Pengertian: 

Yang dimaksud dengan peralatan museum 
adalah setiap alat atau benda bergerak yang 
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan­
kegiatan administratif dan teknis permuseum-



an. Peralatan museum secara garis besar dapat 
dibagi menjadi dua jenis , yaitu : 

·a. Peralatan kantor 
b. Peralatan teknis. 
Peralatan kantor adalah setiap alat atau benda 
bergerak yang dipergunakan untuk melaksana­
kan kegiatan-kegiatan administratif perkantor­
an museum . 
Peralatan teknis adalah setiap jenis atau benda 
bergerak yang dipergunakan untuk melaksana­
kan kegiatan-kegiatan teknis permuseuman. 

10.3.2. Perencanaan: 

Di dalam perencanaan pengadaan peralatan 
museum sesuai dengan tujuan kegunaannya, 
maka perlu dilaksanakan inventarisasi peralatan 
yang diperlukan (berdasarkan standarisasi pera­
latan museum) dengan memperhatikan keten­
tuan/ keadaan / masalah-masalah: 
a . Mutu/kualitas barang dan kepraktisan peng-

gunaan ; 

b . Tingkat dan tahap pembangunan museum; 
c. Volume ruangan; 
d. J umlah dan kemampuan personil; 
e. J en is dan bentuk koleksi; 
f. Kondisi setempat (adanya agen, tegangan, 

up to date dan mudah perawatannya) . 

10.3.3. Pelaksanaan: 
Untuk mengadakan pengadaan peralatan 

dilakukan kegiatan-kegiatan menurut ketentu­
an yang termuat dalam Keppres yang berlaku 

(Keppres 14A/ 1980 jo 20 Keppres No . 18 
th. 1980 dengan pentahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan Pembelian: 
Dalam tahap persiapan ini harus diben­

tuk panitia lelang yang bertugas an tara lain: 
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I) Mempelajari/menyusun menetapkan ren­
cana pembelian/kerja dan syarat-syarat 
(RKS) yang menjadi dasar pelelangan . 
Untuk menyusun rencana t ersebut , perlu 
dilakukan survai barang, harga dan spesi­
fikasinya (merek, tipe , ukuran , asal barang 
dan kelengkapannya). 

2) Dalam hal penyusunan rencana pem beli­
an/kerja clan syarat-syarat memerlukan 
keahlian dan peralatan khusus , maka tugas 
penyusunan tersebut di atas dapa dilaku­
kan secara fungsional oleh instansi di luar 
kan tor /satuan kerja/proyek/pan iti a. 

'o. Pelaksanaan Pembelian: 

Untuk melaksanakan pembelian harus eli .. 
ikuti juga ketentuan-ketentuan elalam Kep­
pres yang berlaku an tara lain: 

1) Dalam melaksanakan pelelangan harus 
benar-benar diperhatikan syarat-syarat 
yang harus clipenuhi oleh para pe~crta 

yang mengikuti pelelangan terse but : 

2) Pelelangan eli elaerah selanjutnya diutama­
kan pemborongan/rekanan setempat yang 
berelomisili eli tem pat lokasi/kantor/sa tu­
an kerja/proyek . 

Pengaelaan peralatan yang sangat teknis 
dan sulit didapatkan eli c\aera h, supaya di­
konsultasikan dengan Direktorat Permu­
seuman. 

Setelah pembelian selesai dan barang­
barang diterima dalam keadaan baik dinyata­
kan dengan berita acara dari · panitia pene­
rimaan barang, maka perlu segera diserahkan 
kepac\a pengelola museum sebagai aparatur 
rutin untuk diinventarisasikan dan diper­
gunakan dalam fungsionalisasi museum. 



Bagi daerah-daerah yang UPT (Unit Pe­
laksana Teknis) belum ada , barang-barang, 
dan alat-alat yang tidak dipergunakan untuk 
kegiatan pelaksanaan proyek , untuk semen­
tara diserahkan sebagai barang-barang titipan 
kepada Kantor Wilayah Departemen Pendi­
dikan dan Kebudayaan Propinsi setempat, 
dalam hal ini bidang PSK. Barang-barang/ 
alat-alat lain (terutama mobilitas) yang ma­
sih dipergunakan untuk kegiatan proyek , 
tetap dipergunakan untuk kegiatan proyek 
lanj utan. 
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MASALAH-MASALAH Dl DALAM PENGADAAN SARANA 
PENUNJANG: 

1. Masalah Master-Plan 
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Agar di dalam master-pian dilengkapi pula Jengan urutan­
urutan skala prioritas , site plan, detail plan, mana yang sudah 
dibangun dan mana yang belum , rencana pembangunan tahun 
berikutnya , rencana perluasan. Untuk fisik bangunan yang 
tidak ada di dalam ~tandarisasi harga yang dikeluarkan oleh 
Dit. Jen. Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum seperti: 

a. Pembuatan pagar 
b . Relief 
c. Pengukuran 
d . Pematangan tanah 
e. Parking lot 
f. Pintu Gerbang 
g. Taluid 
h. Rabat 
i. Sumur artetis/menara air 
j . Papan nama 
k. Patung / prasasti 
I. Kolam, air mancur. 

Seringkali menjadi bahan perdebatan yang sengit dengan 
pihak Bappenas dan Ditjen Anggaran. fl.hsalahnya tidak hanya 
menyangkut urgensi , tetapi juga menyangkut unit cost yang 
terlalu tinggi, memang masing-masing daerah tidak sama unit 
cost pembuatan point-point tersebut di atas, seperti misalnya 
pembuatan relief, prasasti , patung dan sebagainya untuk da­
erah di Pulau Jawa , tidak akan memenuhi kesulitan-kesulitan 
sebab tenaga ahli serta bahannya banyak tersedia, tetapi untuk 
daerah lain kemungkinan ada kesulitan yang dapat berakibat 
harga menjadi tinggi sebab harus mendatangkan tenaga ahli 
serta bahan dari daerah lain . Oleh sebab itu perencanaan pro­
yek yang rnenyangkut hal tersebut di atas harus dilengkapi 
dengan: 

a. Data yang matang 
b. Standarisasi setempat yang mungkin telah dikeluarkan oleh 



instansi daerah yang berwenang mengeluarkan atau seku­
rang-kurangnya melampirkan foto copy perincian biaya 
yang pernah dikeluarkan untuk bangunan pemerintah da­
lam melaksanakan kegiatan tersebut di atas yang telah di­
sahkan oleh instansi yang berwenang untuk dapat dijadi­
kan bahan pertimbangan untuk Bappenas dan Ditjen Ang­
garan untuk meyakinkan pembahasan. 

2. Masalah Revisi DIP & PO 

a. Permintaan revisi DIP, surat dan dokumen-dokumen pen­
dukungnya supaya dialamatkan kepada Direktur Jenderal 
Kebudayaan dengan tembusan kepada Direktorat Permu­
seuman, yang akan memberikan rekomendasi kepada 
Direktorat Jenderal; 

b. Revisi DIP perlu didukung dengan alasan yang jelas dan 
disertai data serta dokumen-dokumen lengkap, yang me­
mudahkan pengambilan keputusan atau pemberian reko­
mendasi ; 

c. Usul revisi harus diketahui dan mendapat persetujuan ter­
lebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud 
setempat. 

3. Masalah Data Perencanaan Yang Harus Konkrit dan Terperinci: 

a. Untuk fisik bangunan: di sam ping apa yang telah diurai­
kan di dalam master-pian diperlukan pula garnbar-gambar 
gedung yang sudah selesai dan pentahapan pembangunan 
berikutnya. Karena pada umumnya museum-museum yang 
Jibangun terdiri dari beberapa gedung, dimana masing­
masing, gedung mempunyai nama dan fungsi sendiri-sen­
Jiri , maka dalam penulisan untuk pra DIP, redaksinya 
harus jelas dan terperinci misalnya: bangunan gedung 
auditorium 500m 2 , tetapi redaksi DIP dari daerah yang 
hanya berbunyi "Bangunan museum 500 m2 " padahal 
dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum di atas. 
Kalau redaksinya tidak jelas, setiap tahun dalam pemba­
hasan selalu kita mendapat kesulitan; 

b. Hal yang sama juga berlaku untuk pengadaan peralatan 
baik nama , merk , j enis, dan jumlah yang dibutuhkan su-
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paya terperinci sesuai dengan kebutuhan serta prioritas 
pengadaannya berdasarkan situasi dan kondisi daerah yang 
bersangku tan. 

VI. PENUTUP 

Petunjuk Pelaksanaan Teknis di bidang permuseuman ini di­
harapkan dapat dipakai sebagai landasan kerja bagi para pengelola 
museum, terutama bagi para Pemimpin Proyek Pengembangan 
Permuseuman sebagai unsur perencana. dan pelaksana, maupun 
bagi unsur-unsur pengawasan di lingkungan Departemen Pendi­
dikan dan Kebudayaan . Dengan demikian akan mempermudah 
dan memperlancar usaha pendirian , pengelolaan dan pengembang­
an permuseuman di Indonesia pada masa mendatang. 
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Lampiran: 1 

Etnografika. 

Berhubung Etnografika merupakan benda-benda koleksi 
yang paling utama dalam memperlihatkan identitas dalam kesatu· 
an wilayah, sejarah dan budaya, maka diuraikan perincian yang 
lebih mendalam sebagai berikut : 

1. Peralatan hidup (sistem teknologi). 
1.1. Alat produksi. 
1.2. Senjata. 
1.3-. Wadah. 
1.4. Peralatan pembuatan makanan dan minuman (termasw.. 

peralatan pembangkit gairah dan obat-obatan tradislonal). 
1.5 . Pakaian (termasuk perhiasan, tutup kepala, pola tattoo). 
1.6. Perumahan dan tempat berlindung (termasuk tempat 

berkumpul). 
1.7. Alat pengangkutan (termasuk alas kaki). · 
1.8. Alat menyalakan dan meriutup api. 
1.9. Alat olah raga tradisional. 
1.10 Alat permainan dan hobby. 

2. Peralatan mata pencaharian (sistem ekonom.i), 
2.1. Peralatan berburu dan meramu. 
2.2. Peralatan bercocok-tanam di ladang. 
2.3. Peralatan bercocok tanant dengan sistim irigasi. 
2.4. Peralatan berterpak. 
2.5. Peralatan berkebun. 
2.6. Peralatan men~ri ikan . . 
2.7. Peralatan be dagang. 

3. · Perala tan dalam o isasi sosial: 
tangga (termasuk alat dapur). 

Peralatan daur idu~ (life cycle). 
3.1. 
3.2. 
3.3. Benda-benda atribut kelas umur (age ·class), pelapisan · 

masyarakat (Social stratification) dan fungsionaris. 

4. Benda-benda Kesenian : 
4.1. Seni bangunan. 
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4.2. Seni patung. 
4.3. Seni ukir (termasuk seni relief). 
4.4. Seni lukis dan seni gambar. 
4.5. Seni tari dan seni drama. 
4.6. Seni masak. 
4.7. Seni kerajinan tangan (seni kria) : 

4. 7 .1. Seni kerajinan kulit (termasuk wayang kulit). 
4.7.2 . Seni kerajinan logam. 
4. 7.3 . Seni kerajinan tanduk, tulang dan kulit kayu. 
4 . 7 .4. Seni kerajinan tekstil (termasuk batik dan kain 

kulit kayu). 
4. 7. 5. Seni kerajinan keramik. 
4.7 .6. Seni kerajinan anyaman. 
4 .7.7. Seni kerajinan manik-manik (termasuk biji-bijian, 

lokan). 
4 .7.8. Seni kerajinan rias (termasuk seni melipat, memo­

tong dan menjahit daun, kertas dan lain-lain). 

5. Peralatan upacara religi dan magi: 

5.1. Peralatan upacara yang berhubungw dengan Tuhan, 
Dewa dan roh leluhur. 

5.2. Peralatan yang berhubungan dengan pantangan (tabu). 
5.3. Benda-benda upacara yang berhubungan dengan sistem 

teknologi. 
5 .4 . Benda-benda upacara yang berhubungan dengan mata 

pencaharian. 
5.5. Benda-benda upacara yang berhubungan dengan ke~P.nian . 

5.:.6. Benda-benda upacara yang berhubungan dengan gejala 
alam. 

5.7. Benda-benda upacara yang berhubungan dengan perbuat­
an magi. 

6. Benda-benda sistem pengetahuan tradisional yang .berhu­
bungan dengan: 

6.1. Alam sekitarnya (mis: Astronomi). 
o.2. Alam flot:a (mis: penentuan musim tanam). 

58 



6.3. Alam fauna (mis: penentuan musim berburu, menangkap 
ikan). 

6.4. Zat-zat dan bahan mentah (mis: bahan pewarna! 

Setiap jenis etnografika dikumpulkan sebanyak mungkin dengan 
memperhatikan macam-macam bentuk, besar, gaya, warna, ragam 
hias dan tekniknya. 
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MODEl. 

KATALOG KOLEKSI 

MUSEUM UMUM PROPINSI 

Kelompok koleksi : 
J enis koleksi : 
1. Nama benda 
2. Uraian 

3. ukuran 
4. Tempat asal benda dibuat : 
5. Tempat asal benda didapat : 
6. c'ara didapat : 
7. Tanggal masuk : 
8. Kondisi benda : 
9. Tempat penyimpanan benda: 
10. Dicatat oleh 
11. Keterangan lain-lain : 
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Lampiran : 2 

No. Inv. 
No. Reg. 
No. · Neg. Foto: 

Timggal: 
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Lampiran: 3 

Cara Pengisian Katalog Koleksi : 

I. Pengisian. 

l . Di bawah ungkapan "Katalog Koleksi Museum Umum 
Propinsi" dicantumkan nama Propinsi. · . 

2. Kelompok Koleksi : Diisi dengan nama disiplin ilmu pe­
ngetahuan, misalnya Prasejarah, Arkeologi, Etnografi dan 
sebaga,jnya. 

3. Jenis Koleksi : Diisi dengan hasil klasifikasi dari kelompok 
koleksi, misalnya dari kelompok koleksi Etnografi dapat · 
diklasifikasikan menjadi wadah, alat produksi (palu, ger~ 
gaji), rumah; alat transport, pakaian, dan seterusnya (lihat 
Pedoman Pembakuan Museum Umum Ti'w.Jfat .!iopinsi; · 
hal. 32- 34). . r• , 

4. No. /nv.: Singkatan dari Nomor Inventaris,:~oinor yang 
dicantumkan pada koleksi. 

5. No. Reg. : Singkatan dari Nomor Registrasi, nomor yang 
diterakan pada Buku Induk Koleksi atau Buku Registrasi . . 
Nomor ini merupakan nomor pertama setelah benda yang 
diadakan secara resmi telah menjadi inveritaris museulJl/ 
koleksi museum. 

6. No. Neg. Foto : Singkatan dari Nomor Negatif Foto, no­
mor yang diterakan pada negatif foto. Nomor negatif foto 
dapat berbeda, tidak disamakan dengan nomor koleksi/ 
nomor inventaris, tetapi dapat pula disamakan dengan 
nomor koleksi/inventaris. 

7. Nama benda : Dicantumkan nama benda dengan istilah 
bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa Latin. lstilah 
bahasa daerah dan latin diletakkan dalam tanda kurung 
( .... ... ), sesudah bahasa Indonesia. Bahasa Latin di-
gunakan untuk koleksi Botani, Zoologi dan sebagainya. 

8. Uraian : Diuraikan gambaran bentuk benda secara kese­
luruhan, yang kemudian diuraikan pula bagian-bagian ben­
tuk benda 'tersebut secara terperinci. Diuraikan juga me- . 
ngenai bahan, teknik dan proses · pembuatannya, kelom-
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pok etnis pembuat benda, pemakai benda atau nama pem­
buat benda/pengrajin. Pacta benda itu diuraikan pula gaya 
bentuk periode tertentu atau aliran atau gaya yang mem­
pengaruhi bentuk. Untuk latar belakang benda diuraikan 
guna (use) benda sesuai dengan tujuan benda itu dibentuk; 
fungsi (function) dalam arti pemakaiannya yang diatur 
oleh pranata (institution) sesuai dengan tradisi ~ang ber-
laku atau pernah berlaku dan makna (meaning~ dalam ~· 
pemakaiannya yang merupakan perwujudan Iambang 
(simbol) dalam kehidupan masyarakatnya. Ragam hias ( 
yang tercantum pacta benda diuraikan juga, baik menge-
nai nama ragam hias, bentuk ragam hias dan maknanya 
yang berkaitan dengan segala aspek kebudayaan yang 
pernah atau masih berlaku di dalam masyarakat pendu-
kung, pengolah kebudayaan material tersebut. 

Apabila koleksi botani atau zoologi, diuraikan nama-. 
koleksi dengan istilah dalam bahasa Indonesia, bahasa 
daerah dan istilah ilmiah (nomencluter). 

Selain itu harus pula ditentukan masuk kelompok mana 
sesuai dengan sistem klasifikasi, misalnya dunia tumbuh­
tumbuhan/binatang (kingdom), kelompok utama (main 
group), division, subdivision, class, subclass, order, subor­
der, family, genus, subgenus, species, variety. 

9. Ukuran : Benda yang diukur adalah mengenai panjang, le­
bar, tinggi, tebal, garis tengah (diameter) dan beratnya 
(terutama untuk benda-benda berharga yang terbuat dari 
logam mulia, permata). 

l 0. Tempat asal benda dibuat : Diuraikan letak geografis ben­
da dibuat. Dicantumkan dari daerah terkecil sampai ter­
luas, misalnya nama dusun, kampung, kecamatan, kabu­
paten, propinsi. (termasuk pula wilayah adat, misalnya 
marga, nagari dan sebagainya). 

11. Tempat asal benda didapat : Diuraikan seperti pacta nomor 
10 dan jika mungkin diuraikan pacta lapisan tanah benda 
itu ditemukan .. 
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12. Cara didapat : Diuraikan cara mendapatkan barang, misa1-
nya pembelian, hadiah, dan sebagainya. Se1ain itu dican­
tumkan nama orang dan alamat asal benda didapat. 

13. Tanggal masuk : Dicantumkan tanggal benda tersebut 
secara resmi diterima menjadi milik museum. 

14. Kondisi benda : Diuraikan keadaan benda saat benda 
menjadi milik museum, misalnya benda itu retak, bagian 
tertentu tidak ada dan sebagainya. 

15. Tempat penyimpanan benda : Dicantumkan dimana benda 
itu disimpan . Nomor vitrine, rak harus diberi nomor. De­
ngan demikian, memudahkan untuk mencantumkan no­
mar tempat benda itu disimpan. Nomor tempat penyim­
panan pada lembar ini ditulis dengan potlot. · 

16. Dicatat oleh : Dicantumkan nama yang membuat uraian 
benda pada lembaran katalog ini dan pembuatan uraian 
benda. 

17. Keterangan lain : Diuraikan mengenai tangga1 benda itu 
pernah digunakan untuk pameran temporer/khusus, pem­
buatan film, dimuat dalam katalog, buku, majalah, surat 
kabar dan sebagainya. Jika benda tersebut hilang, rusak 
dicantumkan pula. 
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